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ABSTRAK 
Oleh: Firlia Ruty Daniyati 
Dosen Pembimbing: M. Musta'in, Murdjito 
Penelitian ini merupakan studi tentang upaya pengelolaan sumber daya perikanan !aut di Kabupaten Lumajang. 
Dengan lokasi penelitian meliputi 3 kecamatan yang mewakili wilayah pesisir, yaitu Tempursari, Yosowilangun 
dan Pasirian. Penilaian dilakukan berdasarkan persepsi pelaku yang terkait, yaitu Masyarakat, Pemerintah Daerah 
dan lndustri/Swasta. Proses penentuan upaya pengelolaan sumber daya perikanan !aut di Lumajang ini dilakukan 
dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP), dengan program Microsoft T?xcel dan J~xpert 
Choice . Untuk proses pengolahan data dalam metode AHP, didasarkan pada model hirarki yang telah disusun 
dalam beberapa tingkatan. Hasil dari metode AHP ini berupa vektor prioritas (ei!(enveclor), yang menjadi acuan 
dalam pemilihan alternatif penyelcsaian. Pada Tugas Akhir ini, prioritas utama dari pelaku pengelolaan sumbcr 
daya perikanan !aut di Lumajang yaitu Masyarakat (0.41) . Sedangkan prioritas untuk alternatif pengelolaannya 
adalah: Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (0.263) serta Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat 
(0.263). Pada met ode AHP, nilai rasio konsistensi (CR) yang didapatkan harus kurang dari I 0%, dan dalam 
Tugas Akhir ini nilai rasio konsistensinya sebesar I%. 
Kata Kunci : sumber daya perikanan !aut, AHP, vektor prioritas. 
ABSTRACT 
By: Firlia Rury Daniyati 
Under The Supervisions: M . Musta'in, Murdjito 
This research is focused on the study in the field of as fishery resource management at Lumajang Regency, the 
province of East Java. The analysis is carried out based on Analytical Hierarchy Process (AHP) approach, with 
Expert Choice AHP software and Microsoft Excel program as supporting tools. As actor in the hierarchy are 
taken Bureaucracy, Private Company and Public. The data processing in the AHP approach is computed in a few 
levels. The result of this method is presented in the form of priority vectors (eigenvectors}, as references in 
decision for the development programs. As result of the study is found that the dominant actor for fishery 
resource management at Lumajang Regency is Public (0.41 ). The alternative programs for development are 
Responsible Fishing (0.263) and Community Outreach and Building (0.263). The value of Consistency Ratio 
(CR) must be less than I 0% according to the AHP criteria. The CR in this study is found I% thus in accordance 
with the AHP criteria. 
Keyword : fishery resource, AHP, priority vector. 
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1.1 Latar Belakang Masalah 
BABI 
PENDAHULUAN 
Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan, dengan wilayah pesisimya meliputi 5 
kecamatan, yaitu Kecamatan Yosowilangun, Kunir, Tempeh, Pasirian dan Tempursari . 
Karakteristik pesisir di Kabupaten Lumajang berpasir dari topografi yang landai sampai 
curam. Karakteristik gelombang di perairan kawasan ini cukup besar, rata-rata melebihi 
I ,5 m. Selain itu, hampir di sepanjang kawasan Selatan Pulau Jawa, terutama kawasan 
Selatan Jawa Timur terdiri atas kawasan pegunungan, seperti misalnya gunung Semeru. 
Dengan karakteristik yang sulit dan kondisi alam seperti di atas, wilayah pesisir dan Iaut 
yang terletak di bagian Selatan Kabupaten Lumajang ini kurang mendapat perhatian dan 
dianggap sulit untuk: berkembang. 
Sebenarnya potensi sumber daya wilayah pesisir Lumajang cukup besar. Beberapa 
potensi yang dimiliki antara lain perikanan !aut, perikanan darat (tambak), pariwisata 
laut dan pantai . Dengan adanya potensi tersebut, maka berbagai upaya pengembangan 
dan pengelolaan wilayah pesisir kabupaten Lumajang mulai dilakukan. Berbagai upaya 
yang dilakukan untuk menggali potensi, mengembangkan dan melestarikan wilayah 
pesisir dan !aut di Kabupaten Lumajang antara lain pembinaan masyarakat pesisir, dan 
pcnanaman hutan bakau. Tetapi sampai saat ini potensi wilayah pesisir di Kabupaten 
Lumajang belum tergali secara optimal dan pengembangannya belum tampak nyata. 
Sedangkan di sektor perikanan !aut, sebagai salah satu penunjang perekonomian 
Lumajang, juga bel urn berkembang dengan baik. Berdasarkan hasil survei dan penelitian 
yang dilakukan oleh Kantor Direktorat Jendral Perikanan tahun 1996 (Bappeda, 2000), 
potensi lestari perikanan di perairan laut sekitar Kabupaten Jember, Lumajang dan 
Malang sebesar 272 .000 ton ikan per tahun. Namun sampai saat ini eksploitasi 
perikanan !aut oleh nelayan Kabupaten Lumajang yang didaratkan di Lumajang baru 
1 
Pcndahuluan 
sekitar 1.300 ton per tahun atau sekitar 0.5% dari potensi lestari. Selain itu dari data 
produksi perikanan taut menunjukkan bahwa pada tahun 2004, hasil perikanan laut 
mengalami penurunan dari 1377 ton per tahun menjadi 1292.2 ton per tahun (Bappekab, 
2003). Berbagai usaha untuk menunjang sektor perikanan telah dikembangkan, seperti 
perbaikan pemukiman nelayan dan pembangunan pasar ikan (Bappeda, 2001 ). 
Dengan kondisi tersebut, maka diperlukan upaya pengelolaan sumber daya pesisir dan 
laut berbasis masyarakat secara terpadu, terutama pada sumber daya perikanan laut 
tangkap karena bidang tersebut terkait dengan kesejahteraan masyarakat pesisir secara 
langsung. Namun dalam proses pengelolaan dan pembangunan wilayah pesisir, pasti 
akan menimbulkan dampak terhadap sumber daya alam dan lingkungannya. Semakin 
tinggi intensitas pengelolaan dan pembangunan di wilayah pesisir, semakin tinggi pula 
pemanfaatan sumber daya alam dan perubahan lingkungan hidupnya. Oleh karena itu, 
untuk menjaga keseimbangan dan keterpaduan dalam pemanfaatan wilayah pesisir, 
maka diperlukan suatu rencana pengelolaan yang mempertimbangkan berbagai aspek. 
Untuk merencanakan pengelolaan pesisir dengan baik, maka masyarakat di sekitar 
pesisir dan instansi yang terkait (stakeholders) juga perlu dilibatkan di dalamnya. 
Dalam penentuan prioritas program rencana pengelolaan pesisir di Lumajang, metodc 
yang digunakan adalah Analytic Hierarchy Process (AHP). Dengan metode AHP ini, 
beberapa kriteria dapat dilibatkan secara bersamaan dalam satu model hirarki. Di 
samping itu, masyarakat dan juga stakeholders dapat berperan serta dalam penentuan 
prioritas program rencana pengelolaan potensi pesisir dan laut yang ada. 
1.2 Perumusan Masalah 
Permasalahan utama dalam penelitian Tugas Akhir ini dapat didefinisikan secara ringkas 
sebagai berikut: 




1.3 Tujuan Penelitian 
Ada pun tuj uan dari penelitian Tugas Akhir ini adalah untuk menentukan rencana 
pengelolaan sumber daya perikanan laut berbasis masyarakat di Kabupaten Lumajang. 
1.4 Manfaat Penelitian 
Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberi manfaat, antara lain: 
1 . Diketahuinya konsep pengelolaan sumber daya perikanan laut berbasis 
masyarakat di Kabupaten Lumajang yang sesuai dengan kondisi wilayah 
pcststrnya. 
2. Sebagai bahan acuan bagi instansi terkait dalam penyusunan rencana 
pengelolaan sumber daya perikanan laut berbasis masyarakat. 
1.5 Batasan Masalah 
Agar permasalahan yang akan dipecahkan tidak terlalu meluas maka diperlukan batasan 
masalah sebagai berikut: 
1. Pengelolaan sumber daya yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah surnber 
daya perikanan laut tangkap. 
2. Lokasi penelitian meliputi 3 kecamatan di wilayah pesisir Kabupaten 
Lumajang, yaitu Kecamatan Y osowilangun, Tempursari dan Pasirian. 
3. Pihak yang dilibatkan untuk penyusunan rencana pengelolaan sumber daya 
perikanan !aut di Lumajang mencakup 3 elemen masyarakat, yaitu masyarakat 
pesisir (terutama nelayan), Pemerintah Daerah dan pihak industri/swasta. 
4. Metode pengambilan keputusan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
Analytic Hierarchy Process (AHP). 
3 
Pcndalwluan 
1.6 Sistematika Penulisan 
Penulisan Tugas Akhir ini dibuat dengan urutan sebagai berikut: 
BAB I: PENDAHULUAN 
Menjelaskan mengenai latar belakang pengambilan tema penelitian, menjabarkan 
permasalahan dan tujuan, serta batasan-batasan.masalahnya. 
BAB Il: TINJAUAN PUST AKA 
Bab ini menjelaskan teori-teori yang digunakan sebagai dasar penelitian. Juga 
menjelaskan hasil penelitian orang lain yang dijadikan sebagai sumber referensi. 
BAB rii : METODOLOGJ 
Menguraikan tentang langkah-langkah penelitian yang dilakukan, mulai dari 
prosedur awal sepcrti perumusan masalah dan tujuan, jalannya proses penelitian 
hingga tahap akhir yaitu mendapatkan penyelesaian permasalahan. 
BAB IV: ANALISA HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini merupakan bagian yang paling penting dalam suatu laporan penelitian. 
lsinya menjelaskan hasil yang didapatkan dari pengolahan data, dan 
mengevaluasi permasalahan-permasalahan yang ada. 
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan yang didasarkan analisa pada bab sebelumnya, dan 
menjawab permasalahan-permasalahan yang dikemukakan di awal penelitian. 
Dengan keterbatasan penelitian, maka dapat merekomendasikan dalam bentuk 
saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 
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BABII 
TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Pengertian Wilayah Pesisir 
Departemen Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Undang-Undang Pengelolaan 
Wilayah Pesisir Terpadu (2003) mendefinisikan wilayah pesisir sebagai kawasan peralihan 
yang menghubungkan antara ekosistem darat dan ekosistem )aut, yang terletak diantara 
batas sempadan ke arah darat sejauh pasang tertinggi dan ke arah taut sejauh pengaruh 
aktivitas dari daratan. Gambaran skematik pembagian wilayah pesisir dapat dilihat pada 
gambar 2.1 di bawah ini : 
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Gambar 2.1 Definisi Wilayah Pesisir (Triatmodjo, 1999) 
Sedangkan definisi wilayah pesisir secara umum menurut Beatty (2002) dalam Wiyana 
(2004) adalah suatu wilayah pertemuan antara beberapa ekosistem, yaitu ekosistem darat, 
laut, dan udara dalam suatu keseimbangan yang rentan. 
Keanekaragaman yang dimiliki kawasan pesisir menyebabkan pemanfaatan dan 
pengelolaan kawasan pesisir cenderung berlebihan dan tidak mempertimbangkan 
keberlanjutan kawasan tersebut. Sehingga, dalam merencanakan dan mengelola 
pembangunannya diperlukan pendekatan khusus (Dahuri et al, 2001 ). 
5 
Tinjauan Pustaka 
Adanya ilmu baru dalam mengelola wilayah pesisir, yaitu Pengelolaan Wilayah Pesisir 
secara Terpadu (Integrated Coastal Zone Management atau ICZM) semakin mendorong 
kegiatan mempelajari , meneliti dan mengaplikasikan teori dan konsep yang ada (Akhwady, 
2002). 
Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu itu sendiri adalah pengelolaanlpemanfaatan 
sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di kawasan pesisir, dengan cara 
melakukan penilaian menyeluruh tentang kawasan pesisir, menentukan tujuan dan sasaran 
pemanfaatan. Setelah itu, merencanakan serta mengelola segenap kegiatan 
pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan (Dahuri et 
a/, 200 l ). 
Scdangkan pengelolaan pcsisir berbasis masyarakat merupakan salah satu pendekatan 
pengelolaan sumber daya alam, misalnya perikanan, yang meletakkan pengetahuan dan 
kesadaran lingkungan masyarakat lokal sebagai dasar pengelolaannya. Selain itu, mereka 
juga memiliki akar budaya yang kuat dan biasanya tergabung dalam kepercayaannya 
(Nikijuluw, 1994 dalam Zamani dan Darmawan, 2000 dalam Latama eta/, 2002). 
2.2 Potensi Wilayah Pesisir 
Potensi di wilayah pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok (Latama et al, 2002): 
sumber daya dapat pulih, sumber daya tak dapat pulih, dan jasa-jasa lingkungan. 
1. Sumber daya dapat pulih (renewable resources) 
Sumber daya dapat pulih terdiri dari hutan mangrove, rumput laut, terumbu karang, 
sumber daya perikanan laut, dan padang lamun. 
2. Sumber daya tak dapat pulih (non-renewable resources) 
Sumber daya tak dapat pulih mencakup antara lain: minyak dan gas, bijih besi, pasir 
laut, mineral dan bahan tambang lainnya. 
3. Jasa-jasa lingkungan (environmental services) 
Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai 
tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, 
sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, 
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pengatur iklim, kawasan lindung, dan sistem penunJang kehidupan serta fungsi 
fisiologis lainnya. 
2.3 Permasalahan Wilayah Pesisir 
Menurut Dahuri et al (200 1 ), secara garis besar permasalahan wilayah pes1s1r yang 
mengancam kelestarian sumber daya pesisir di Indonesia terdiri dari : 
a. Pencemaran lingkungan. 
Perairan pesisir selama ini menjadi tempat pembuangan limbah, baik dari kegiatan 
manusia yang berasal dari dalam wilayah pesisir maupun dari luar. Pembuangan limbah 
yang berlebihan tanpa pengolahan (treatment) yang baik, menyebabkan pencemaran 
lingkungan di laut dan pesisirnya. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan ekosistem, 
sumber daya dan kehidupan biotanya. 
b. Degradasi/kerusakan fisik habitat. 
Kerusakan fisik habitat wilayah pesisir dan Jautan di Indonesia mengakibatkan 
penurunan kualitas ekosistem, seperti ekosistem mangrove, terumbu karang dan rumput 
laut. Ekosistem mangrove dan terumbu karang di Indonesia merupakan dua ekosistem 
yang mengalami kerusakan cukup parah. 
c. Eksploitasi sumber daya secara berlebihan. 
Apabila pemanfaatan lebih besar daripada tangkapan optimum, maka akan tcrjadi 
pemanfaatan yang berlebihan. Salah satu sumber daya laut yang telah dieksploitasi 
secara berlebih adalah ikan. 
d. Konservasi kawasan lindung menjadi kawasan pembangunan. 
Kegiatan pembangunan merupakan kegiatan yang memiliki dampak positif dan negatif. 
Selain meningkatkan kesejahteraan rakyat, kegiatan pembangunan dapat berdampak 
negatif terhadap keberadaan ekosistem, terutama di wilayah pesisir dan lautan. 
Seringkali pembangunan di wilayah pesisir dan laut tidak memperhatikan faktor 
ekologis/lingkungan dan mengubah fungsi kawasan lindung menjadi kawasan 
produktif, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan. 
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e. Bencana alam. 
Bencana alam merupakan fenomena alami, baik secara langsung maupun tidak 
langsung yang berdampak negatif bagi lingkungan pesisir dan lautan. Bencana alam 
yang sering terjadi antara lain kenaikan muka air laut dan gelombang pasang tsunami. 
2.4. Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu 
Pengertian tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir secara Terpadu (Integrated Coastal Zone 
Management a tau ICZM) menu rut Sorensen ( 1990) dalam Dahuri (200 1) adalah pengaturan 
dalam pemanfaatan sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan (environmental services) 
yang tcrdapat di kawasan pesisir. Pengaturan yang dimaksud adalah dengan cara 
melakukan penilaian menyeluruh (comprehensive assessment) tentang kawasan pesisir 
beserta sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan di dalamnya. Kemudian menentukan 
tujuan dan sasaran pemanfaatan, merencanakan serta mengelola segenap kegiatan 
pemanfaatannya, guna mencapai pembangunan yang optimal dan berkelanjutan. Proses 
pengelolaan tnt dilaksanakan secara berkesinambungan dan dinamis dengan 
mempertimbangkan segenap aspek sosial, ekonomi, budaya dan aspirasi masyarakat 
pengguna kawasan pesisir (stakeholders) serta konflik kepentingan dan konflik 
pemanfaatan kawasan pesisir yang mungkin ada. 
Dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan (sustainable development) mengandung 
tiga unsur (dimensi) utama yang meliputi : dimensi ekonomi, ekologi (lingkungan) dan 
sosial (Noor, 2005). Dikatakan berkelanjutan apabila: secara ekonomis dapat efisien serta 
layak, secara ekologis lestari (ramah lingkungan), dan secara sosial berkeadilan. 
2.5 Pengolahan Kuisioner 
2.5.1 Perhitungan Besarnya Sampel 
Perhitungan besarnya sampel dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui jumlah sampcl 
minimum yang harus diambil dalam penelitian. Ada beberapa formulasi dalam penentuan 
besar sampel menurut Ruseffendi (1994), yaitu: 
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a. Formulasi untuk pendekatan rata-rata populasi 
• Formulasi tanpa menggunakan koreksi 








n = ~ ...................... .. .. .... .. .... ...... (2.1) 
J 
besamya ukuran sampel 
setengah jarak kekeliruan terhadap rata-rata hi tung 
yang dapat ditoleransi, dengan rumus berikut: 
j =:::ax/ .JN atau j = zJ p(1- p)/ N 
besarnya ukuran populasi 
standar deviasi populasi 
normalized variable (nilai untuk tiap derajat konfidensi 
terpilih) 
Nilai standar deviasi untuk setiap derajat konfidensi dapat dilihat pada tabel 
2.1 berikut ini : 
Tabel 2.1 Derajat Konfidensi 







Sumher: Meyers, FredE dkk, 2002 
• Formulasi dengan menggunakan koreksi 
Digunakan untuk pengambilan sampel yang tanpa pengembalian pada 
populasi terbatas. 
Nla-2 
n= x ...................................................... (2.2) 
/(N-l)+z20: 
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b. Formulasi untuk pendekatan proporsi populasi 
• Formulasi tanpa menggunakan koreksi 
.:2p (l-p) 
n = .2 .• .. .. . •.•.. . ..•..••.•• • • . ••••••. • ••• .. ..••..•.•.••. (2.3) 
J 
dengan: 
p perbandingan (nilai pendekatan) antara subjek yang 
menjadi objek dengan seluruh subjek. Bila tidak diketahui, 
bisa diasumsikan 0.5. 
• Formulasi dengan menggunakan koreksi 
Nz1 p(l- p) 
n= ·· ·· ·· ······ ········ ·· ····· ······· ······· ·· / ( N - I) + z 2 p( I - p) 
(2.4) 
Perhitungan besarnya sampel ini dilakukan setelah penelitian atau setelah penyebaran 
kuisioner tahap pertama. Dengan demikian, maka dapat diketahui kecukupan sampel dalam 
penelitian yang dilakukan. 
2.5.2 Perhitungan Rata-Rata Geometrik 
Proses yang dilakukan setelah pengumpulan kuisioner adalah melakukan pembobotan 
terhadap hirarki yang ada dalam pertanyaan. Nilai-nilai yang diperoleh dari kuisioner 
sangat beragam, maka untuk mendapatkan kepastian nilai dilakukan pengambilan rata-rata 
geometrik. Metode pengambilan nilai rata-rata geometrik dilakukan berdasarkan ketentuan 
yang dirumuskan oleh Saaty (1993) dengan formula matematis sebagai berikut: 
Va1 x a2 x a3 x ... x an = w ........... ........ .... .. ... ... .. ..... ...... (2.5) 
dimana: 
n jumlah responden 
31 angka penilaian dari responden ke-i 
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Nilai rata-rata geometri yang didapatkan meliputi semua tingkatan dalam hirarki . 
Selanjutnya, untuk analisa prioritas upaya pengelolaan sumberdaya pesisir digunakan 
bantuan program Expert Choice Professional. 
2.6 Metode Analytic Hierarchy Process (AHP) 
Dalam penentuan prioritas program yang sesuai untuk wilayah pesisir berdasarkan potensi 
wilayahnya, dibutuhkan metode yang sesuai. Salah satu metodenya adalah Analytic 
Hierarchy Process (AHP). Dengan metode tersebut dapat digunakan untuk mengukur peran 
serta stakeholders dalam merumuskan dan menentukan kebijakan berdasar kepentingan 
bersama (Akhwadhy, 2002). 
Analy tic Hierarchy Process (AHP) itu sendiri dikembangkan oleh Thomas L. Saaty pada 
tahun 1970 dan dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks dan tidak 
terstruktur untuk dipecahkan ke dalam kelompok-kelompok tertentu dan kemudian diatur 
menjadi suatu bentuk hirarki (Umamah, 2003). Selanjutnya memasukkan nilai numerik 
sebagai pengganti persepsi manusia dalam melakukan perbandingan relatif dan akhirnya 
dengan suatu sintesa ditentukan elemen mana yang mempunyai prioritas tertinggi . 
Sedangkan menurut Forman (Decision by Objectives), Analytic Hierarchy Process 
merupakan salah satu metode sistematis untuk pengambilan keputusan dengan 
membandingkan beberapa altematif atau kriteria, yang dapat membantu kerangka berpikir 
manus1a. 
Kelebihan yang dimiliki metode ini antara lain: melibatkan beberapa kriteria secara 
bersamaan menurut struktur preferensi tertentu dan mengintegrasikan ke dalam proses 
rancangan (Rosyid, 1993 dalam Akhwadhy, 2002). Kelebihan lainnya adalah dapat 
memecahkan masalah yang "multiobjektif' dan "multikriteria", fleksibilitas tinggi dalam 
pembuatan kriteria, bersifat demokratis (mengikutsertakan masyarakat dalam pengambilan 
keputusan), dan menggunakan input yang kuantitatif dan kualitatif (persepsi manusia). 
Sedangkan kelemahan yang dimiliki metode AHP ini antara lain ketergantungan model 
pada input yang berupa persepsi seorang ahli (expert). 
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2.6.1 Prinsip-Prinsip Analytic Hierarchy Process 
Prinsip-prinsip yang harus dipahami dalam menyelesaikan persoalan AHP diantaranya 
adalah: 
I. Decomposition 
Yaitu menggambarkan dan menguraikan secara hirarkis atau menyusun secara hirarkis 
dengan memecah-mecah persoalan menjadi unsur-unsur yang terpisah. 
2. Comparative Judgement (Penilaian Perbandingan) 
Tahap penilaian perbandingan pasangan merupakan tahap terpenting dalam analisis 
hirarki, dimana dalam tahap ini dibandingkan tingkat kepentingan antara komponen 
yang satu dengan yang lainnya. Dengan membandingkan sejumlah kombinasi elemen 
pada setiap hirarki , dilakukan penilaian kuantitatif untuk mengetahui besarnya bobot 
setiap elemen. Maka, Saaty ( 1988) menetapkan skala kuantitatif seperti dalam tabel 2.2 
berikut: 
Tabel 2.2 Skala Dasar 
Tingkat Definisi 
Kepentingan 
1 Elemen ke-i sama pentingnya dengan elemen ke-j 
3 Elemen ke-i sedikit lebilt penting dengan elemen ke-j 
5 Elemen ke-i lebili penting dengan elemen ke-j 
7 Elemen ke-i sangat lebih penting dengan elemen ke-j 
9 Elemen ke-i mutlak penting dengan elemen ke-j 
2,4,6,8 Nilai diantara dua kepentingan uang berdekatan 
Kebalikan Jika aktivitas i mendapat 1 angka hila dibandingkan 
(reciprocal) dengan aktivitas j, makaj mempunyai kebalikannya 
dengan nilai i. 
,)'umber: Saaty, 1988 
3. Synthesis ofPriority 
Pembedaan prioritas dan sintesis yang disebut penetapan prioritas yaitu menentukan 
peringkat elemen-elemen menurut relatif pentingnya. Basil dari proses pembedaan ini 
adalah suatu vektor prioritas, atau relatif pentingnya elemen terhadap setiap sifat. 
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-+. Logical Consistency 
Yaitu menjamin bahwa semua elemen dikelompokkan secara logis dan diperingkatkan 
secara konsisten sesuai dengan suatu kriteria yang logis. Dalam mempergunakan 
prinsip ini, AHP memasukkan aspek kualitatif dan aspek kuantitatif. Aspek kualitatif 
untuk mendefinisikan persoalan dan hirarkinya. Sedangkan aspek kuantitatif untuk 
mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas padat. 
2.6.2 Tahap-Tahap Penyusunan Hirarki 
Tahap-tahap dalam penyusunan suatu hirarki menurut Saaty (1994) dalam Umamah (2003) 
adalah sebagai berikut: 
1. Mendcfinisikan masalah dan menentukan secara khusus solusi yang diharapkan. 
2. Penyusunan hirarki dimulai dengan tujuan yang umum, diikuti oleh sub tujuan, 
kriteria dan kemungkinan diikuti alternatif-altematif penyelesaian pada tingkatan 
hirarki paling bawah. 
3. Menyusun matrik perbandingan berpasangan yang mempunyai kontribusi hubungan 
relatif atau pengaruh pada masing-masing tujuan atau kriteria yang akan 
dikembangkan pada tingkat yang lebih atas. 
4. Melakukan proses perbandingan pasangan sehingga diperoleh judgement 
seluruhnya sebanyak (n(n-1))/2 buah, dimana n adalah banyaknya komponen yang 
dibandingkan. 
5. Setelah diperoleh data perbandingan pasangan, kemudian dihitung nilai eigenvector 
dan memeriksa indeks konsistensinya. Jika tidak konsisten, maka pengambilan data 
harus diulang. 
6. Mengulangi tahap 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat dan kelompok hirarki . 
7. Menghitung eigen vector dari setiap matrik perbandingan pasangan diatas, dimana 
nilai dari eigenvector merupakan bobot setiap komponen. 
8. Memeriksa indeks konsistensi hirarki (Consistency Ratio), jika nilai CR lebih besar 
dari 10% (0, 1 ), maka kualitas data judgement harus diperbaiki. 
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2.6.3 Forrnulasi Maternatis pada Model Analytic Hierarchy Process 
Pada model Analytic Hierarchy Process, formulasi matematisnya pada dasamya 
menggunakan matrik yang dilakukan dengan mengasumsikan komponen yang akan dinilai 
tingkat kepentingannya secara berpasangano Komponen-komonen judgment terdiri atas 
bilangan C1, C2, ooooo ,Cn yang sating berpasangano Kemudian komponen Ci dengan Cj dibuat 
dalam matrik A(n x n) sebagai berikut: 
A = (aij) (ij = 1 ,2,3,ooo,n) oooooooo ooooooooo oooo oo oooo ooooo oooooo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (206) 
Syarat ni1ai ai.i yang ditentukan adalah: 
l. Jika aij = a, maka aji = 1/a, a f. 00 
2° Jika Ci adalah tingkat kepentingan yang sama dengan Cj, maka aij = aji = 10 
3 0 Hal yang khusus, aii = 1 untuk semua io 
Selanjutnya, dapat dibuat struktur masalah tersebut ke dalam sebuah komponen matrik A, 
apabila nilai yang dimasukkan sudah memenuhi persyaratano Komponen matrik A 
mempunyai bentuk sebagai berikut: 
oooooooooooooooooo oo o ooo 000 000 000 00000 0 (207) 
Hasil yang didapatkan dari penilaian (judgment) secara berpasangan berupa komponen (Ci, 
Cj), selanjutnya diubah ke dalam bentuk nilai berupa aij pada matrik A. Pembobotan C 1, C2, 
ooo o' Cn dilakukan dengan menyatakan komponen tersebut dengan w1, w2, 00000, Wno 
Langkah berikutnya adalah mengasumsikan penilaian berdasarkan angka pengukurano 
Dilakukan dalam kondisi tidak ada penyimpangan (deviation) yang disebabkan akibat 
kesalahan pengukuran yang tidak pemah akurat, dan banyak disebabkan akibat kesalahan 
manusiao Dimana hubungan antara bobot Wi dengan hasil penilaian aij adalah: 
w1 /w2 = aij (untuk ij = I ,2,3,o oo o,n) ooooooooo ooo oooooooooo oo oooo 0 0 0 00 0 0 0 00 0 00 0 000 (208) 
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Dengan perubahan matrik berikut ini : 
WI/WI W1/W2 
A = w2/w, w2/w2 
dalam kondisi tertentu yang disebabkan adanya penyimpangan pada baris 1 dari matrik A. 
Pada kasus ideal, nilai-nilai elemen ai 1, ai2, ... .. , ain sama dengan rasio: 
Dengan mengalikan elemen pertama baris tersebut dengan w1 dan elemen kedua dengan 
w2, dan seterusnya, akan diperoleh: 
Selanjutnya akan diperoleh elemen 
Wi, Wi , .. ... ....... , Wi 
Secara umum apabila nilai elemen baris adalah w1, maka dapat diambil harga rata-rata dari 
w, yaitu: 
Wi = rata-rata dari (wil w,, Wi2 w2, ... ... . ,Win Wn) 
wi = 1/n L ai.i w"j=1(i = 1,2, .. .. ) ........... .... .... ... ... ... ............ . .. ...... (2.9) 
Besar nilai ai.i haruslah sama dengan w/wj, karena apabila tidak sama besar nilai tersebut 
akan mempengaruhi jawaban persamaan di atas. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, 
dilakukan dengan merubah besar nilai n dengan besar nilai A-max, sehingga: 
Wi = 11A..nax L aij wj ( i = 1 ,2, .... ) 
Wi = ll"'nax L aij w"j=l ······ ····· ······· ·· ·· ··· ······· ·· ··· ··· .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . (2.10) 
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Nilai tersebut selanjutnya disebut dengan eigenvalue yang merupakan eigenvalue 
maksimum dari matrik A. Selanjutnya dari persamaan 2. 7 diturunkan dalam bentuk berikut 
tm: 
1. aij, aik = (w/ wj).( w/ wk) = (w/wk) = aik 
Persamaan harus merupakan konsistensi penilaian dari elemen matrik. 
2. aii = w/wi = 1/( w/wj) = llaij 
Merupakan matrik resiprok (kebalikan) dengan bentuk perkalian matrik sebagai 
berikut: 
WI /WI WI/W2 WI/Wn WI WI 
w2/wi w2/w2 w2/wn W2 = n W2 ... .... (2.11) 
Wn/WI w,/ w2 W111Wn Wn Wn 
Persamaan 2.11 dapat dinyatakan dalam bentuk: Aw = nw atau (A-nl)w = 0, dengan I 
adalah matrik identitas. Pcrsamaan ini memiliki penyelesaian (bukan nol) jika dan hanya 
jika n adalah eigenvalue dari matrik A dan w adalah eigenvector-nya. 
2.6.4 Perhitungan lndeks Konsistensi 
Menurut Noor (2005), konsistensi 1ogis menunjukan intensitas re1asi antar pendapat yang 
didasarkan pada suatu kriteria dan saling membenarkan secara logis. Tingkat konsistensi 
menunjukan suatu pendapat mempunyai ni1ai yang sesuai dengan pengelompokan elemen 
pada hirarki . Tingkat konsistensi juga menunjukan tingkat akurasi suatu pendapat terhadap 
elemen-elemen pada suatu tingkat hirarki . 
Perhitungan indeks konsistensi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 
CI = O"tnax - n)/(n-1) (2.12) 
dimana: 
CI : indeks konsistensi 
n : orde matrik 
Amax : eigenvalue maksimum 
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2.6.5 Perhitungan Rasio Konsistensi 
Rasio konsistensi merupakan nilai yang dihasilkan dengan membandingkan besar nilai 
indeks konsistensi (Cl) dengan indeks random (RI), yang didefinisikan sebagai berikut: 
CR = CIIRI .......................................................................... (2.13) 
dim ana: 
CR : rasio konsistensi 
Cl : indeks konsistensi 
Rl : indeks random 
Apabila nilai CR lebih kecil atau sama dengan 10%, maka eigenvector maksimum yang 
didapatkan dari hasil pembobotan dianggap mempunyai nilai konsisten. 
Sedangkan untuk nilai indeks random dinyatakan dalam matrik berorde 1 sampat 15, 
seperti pada tabel 2.3 berikut: 
Tabel 2.3 Indeks Random untuk Tiap Orde Matrik 
Orde Matrik 1 2 3 4 5 6 7 8 
Indeks Random 0.00 0.00 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 
Orde Matrik 9 10 II 12 13 14 15 
lndeks Random 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 
Sumber: Saaty, 1988 
2. 7 Expert Choice Professional 
Lxpert Choice software merupakan program pendukung pengambilan keputusan multi 
kriteria yang berbasis pada metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Teori matematis 
AHP sendiri pertama kali dikembangkan oleh Thomas L. Saaty tahun 1970. 
Software ini memiliki metode yang unik untuk menentukan prioritas, yaitu dengan 
menggunakan perbandingan bcrpasangan (pairwise comparisons). Sehingga prioritas yang 
dihasilkan lebih akurat dalam nilai dan pencerminan persepsi respondennya. 
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Program Expert Choice dilengkapi dengan icon Structuring serta Evaluation and Choice. 
Icon Structuring untuk membuat struktur masalah, sedangkan Evaluation and Choice 
digunakan untuk membuat model, membuat penilaian, menetapkan prioritas, melakukan 
analisa sensitivitas serta membuat keputusan. 
Langkah pertama yang dilakukan dalam menggunakan program ini adalah membuat model. 
Selanjutnya dilakukan langkah operasi dengan mengevaluasi elemen-elemen yang telah 
dibuat melalui perbandingan berpasangan yang terdapat pada icon Pairwise Assessment. 
Tahap berikutnya yaitu dilakukan pembobotan dan penggabungan seluruh prioritas pada 
model yang dibuat dengan mengarah pada hasil akhir. Proses ini terdapat pada icon 
,"i'ynthesis. 
Langkah terakhir yang dilakukan dalam mengoperasikan program ini adalah melakukan 
analisis sensitivitas pada icon Sensitivity Analysis. Proses ini digunakan untuk mengetahui 
sejauh mana pengaruh perubahan nilai suatu kriteria terhadap nilai altematif-altematifyang 
ada. Ada 5 model grafik yang tersedia dalam analisis sensitivitas ini, yaitu: 
• l'erjimnance Sensitivity, menetapkan informasi sensitivitas dengan grafik tunggal 
• Dynamic Sensitivity, bentuknya berupa grafik batangan yang menunjukkan 
prosentase nilai antara level kedua dalam model hirarki dengan altematif 
penyelesaian. 
• Gradient Sensitivity, berupa garis horisontal yang menunjukkan nilai antara level 
kedua dalam model hirarki dengan alternatif 
• 2D Plot 
• Differences 
Fungsi kelima grafik di atas adalah sama, yang membedakan hanya bentuk dan 
tampilannya. 
2.8 Model Hirarki Rencana Pengelolaan Somber Daya Perikanan di Pesisir Lumajang 
Hirarki merupakan peralatan utama dari model Analytic Hierarchy Process yang didasari 
persepsi manusia. Dengan hirar.ki, suatu masalah yang kornplek dan tidak terstruktur 
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dipecah ke dalam kelompok-kelompoknya dan kemudian kelompok-kelompok tersebut 
diatur menjadi suatu bentuk hirarki (Saaty, 1993). 
Struktur hirarki yang dibuat dalam rencana pengelolaan sumber daya perikanan di pesisir 
Lurnajang ini adalah terdiri dari: 
a. Tujuan/fokus (tingkat pertama) 
Tujuan dari penelitian ini merupakan tingkat pertama dari model hirarki yang dibuat 
yaitu: Rencana Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Pesisir Lumajang yang disusun 
atas kriteria-kriteria yang relevan. 
b. Pelaku (tingkat kedua) 
Dalam pengelolaan surnber daya pesisir, kerjasama antar pelaku (stakeholder) sangat 
diperl ukan. Masyarakat pesisir sebagai subjek dan objek pengelolaan membutuhkan 
peran pemerintah sebagai perurnus rencana pengelolaan. Sedangkan dunia usaha juga 
berperan sebagai stimulus tumbuhnya perekonomian masyarakat pesisir. Maka, pacta 
tingkatan kedua ini, yang dimaksudkan dengan pelaku adalah masyarakat, pemerintah 
daerah, dan pelaku industri . 
c. Kriteria!bidang (tingkat ketiga) 
Pengelolaan sumber daya pesisir akan berjalan sesuai dengan perencanaan apabila 
didasarkan pacta situasi dan kondisi wilayah itu sendiri . Beberapa kriteria pada tingkat 
kctiga hirarki meliputi hukum, ekonomi, lingkungan dan sosial. 
d. Aspek (tingkat keempat) 
Pada tingkat ini diberikan beberapa aspek-aspek pengelolaan wilayah pesisir sesuai 
dengan bidang pengembangan. Berdasarkan kriteria Hukum, aspek yang ditinjau 
adalah: Kcbijaksanaan pemerintah, Kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Kriteria 
Ekonomi dengan sektor yang ditinjau adalah: Kesejahteraan masyarakat pesisir, 
Peluang investasi. Pacta kriteria Lingkungan, aspek yang ditinjau adalah: Ketersediaan 
laban, proses erosi, dan pencemaran. Sedangkan pacta kriteria Sosial, aspek yang 
ditinjau adalah: Pendidikan, Perilaku masyarakat pesisir dan Kelompok etnik yang 
beragam. 
e. Alternatif/kebijakan (tingkat kelima) 
Tingkat ini merupakan prioritas sebagai keputusan atau kebijakan dalam pengelolaan 
wilayah pesisir sesuai dengan potensi yang ada. Bedasarkan potensi dan kondisi pesisir 
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Lumajang, maka beberapa altematif dalam pengelolaan sumber daya perikanan di 
pesisir Lumajang yang ditinjau antara lain: Penangkapan ikan yang bertanggung jawab, 
Peningkatan sarana penangkapan ikan, Pembinaan dan pendampingan masyarakat, serta 
Rehabilitasi dan konservasi pesisir. 
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Untuk memudahkan dalam pengerjaan dan penulisan Tugas Akhir, maka harus disusun 
urutan kerja yang sistematis, sehingga didapatkan hasil yang maksimal dan pengalokasian 
waktu yang optimal. Adapun urutan kegiatan atau diagram alir dalam pengerjaan Tugas 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penulisan 
21 
Mctodologi Penelitia.n 
Dari diagram alir diatas, dapat dijelaskan secara singkat masing-masing urutan pengerjaan 
Tugas Akhir sebagai berikut: 
1. Tahap ldentifikasi Pennasalahan 
Pada tahap ini, yang dilakukan adalah mendefinisikan permasalahan dan tujuan yang 
akan dibahas. Untuk dapat mendefinisikan permasalahan tersebut, maka dilakukan 
survei langsung ataupun mempelajari data-data yang sudah ada untuk mengetahui 
kondisi wilayah studi . Selain itu, studi literatur juga dilakukan untuk mempelajari buku-
buku, jurnal penelitian dan lain-lain yang mendukung tema yang diangkat. 
2. Penyusunan Model Hirarki . 
Proses ini merupakan bagian penting dalam pengerJaan metode AHP. Penyusunan 
model hirarki didasarkan pada kondisi wilayah yang diteliti, yaitu wilayah pesisir 
Lumajang. 
3. Pengumpulan Data 
Data yang diperlukan dalam pengerJaan Tugas Akhir 1m adalah data pnmer dan 
sekunder. 
• Data primer diperoleh melalui studi ke lapangan dan menyebarkan kuisioner kepada 
masyarakat setempat. Untuk teknik pengambilan sampel sebagai sasaran 
penyebaran kuisioner digunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik 
pengambilan sampel untuk tujuan tertentu saja. Dengan menggunakan teknik 
tersebut diharapkan bisa memperoleh sampel yang representatif yang mengerti 
tentang pengelolaan sumberdaya perikanan laut di wilayah pesisir Lumajang. 
• Data sekunder diperoleh melalui instansi-instansi yang terkait, antara lain Dinas 
Kelautan dan Perikanan, Bappekab, Kantor Kecamatan dan Kantor Desa. 
4. Pengolahan Data dan Pembobotan 
Data yang diperoleh, selanjutnya diolah menggunakan metode Analytic Hierarchy 
Process (AHP) dengan bantuan program Microsoft l!,xcel dan Expert Choice 
Professional version 9.0. Untuk pengolahan dengan AHP, urutan pengerjaannya dapat 
dilihat pada gambar 3.2 sebagai berikut: 
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Analisa sensitivitas 
Gambar 3.2 Diagram Alir Metodologi Analytic Hierarchy Process 
Penjelasan gambar 3.2 adalah sebagai berikut: 
1) Evaluasi matrik perbandingan berpasangan 
Pada tahapan ini , proses yang dilakukan adalah pengisian matrik perbandingan 
berpasangan yang didapatkan dari kuisioner. 
2) Sintesa prioritas matrik persepsi responden 
Proses selanj utnya adalah sintesa prioritas matrik, yaitu dicari bobot prioritas 
atau eigenvalue setiap elemen dalam matrik. 
3) Vektor prioritas 
Vektor prioritas atau eigenvector merupakan nilai yang menunjukkan prioritas 
pada setiap kriteria/sektor dari hirarki. 
4) Konsistensi matrik persepsi responden 
Pada tahapan ini , yang dilakukan adalah menghitung indeks konsistensi (CI) 
dan rasio konsistensi (CR). Apabila rasio konsistensinya kurang dari 10%, 
berarti data dianggap memenuhi syarat. Dan apabila lebih dari I 0%, maka perlu 
ditinjau ulang bobot prioritasnya. 
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5) Analisa Sensitivitas 
Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan suatu nilai 
prioritas terhadap prioritas yang lain. Dalam model hirarki penelitian ini, akan 
diketahui pengaruh perubahan nilai prioritas pelaku (tingkat 2) terhadap nilai 
prioritas alternatifprogramnya (tingkat 4). 
5. Analisa dan Pembahasan 
Pada tahapan ini, data yang telah diolah akan dianalisa dan dibahas dalam sub bab 
pembahasan mengenai hasil analisa yang telah dilakukan. 
6. Kesimpulan 
Pada tahapan ini berisi kesimpulan yang mencakup inti dari analisa dan pembahasan 
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Kabupaten Lumajang secara geografis terletak 7°52 '-8°23' Lintang Selatan dan 112°5 '-
113°22' Bujur Timur, dengan panjang garis pantai sekitar 75 km. Wilayah yang terletak di 
Propinsi Jawa Timur ini memiliki luas wilayah ± 1.790,9 km2, dengan batas-batas wilayah 
sebagai berikut: 
• Batas Utara Kabupaten Probolinggo 
• Batas Timur Kabupaten Jember 
• Batas Selatan Samudra Indonesia 
• Batas Barat Kabupaten Malang 
Gambaran lokasi selengkapnya dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini: 
PASURUAN 
PROBOimOOO 
SAMUDRA nmoNESIA ',, 
' 
Gambar 4.1 Wilayah AdministratifKabupaten Lumajang (KPU, 2004) 
Wilayah pesisir Kabupaten Lumajang meliputi 5 kecamatan, yaitu Kccamatan 
Y osowilangun, Kunir, Tempeh, Pas irian dan Tempursari. Dalam Tugas Ak:hir ini, lokasi 
penelitian yang diambil adalah 3 kecamatan pesisir yang terbesar, yaitu Kecamatan 
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Tempursari, Yosowilangun dan Pasirian. Dengan luas wilayah masing-masing kecamatan 
dapat dilihat pada gambar 4.2 di bawah ini: 
200 -,------------------~•r~-----------------, 
180+---------------1----~------------~ 
1~ -t ------- ------------, 
...... 140 -!----------------, 
N 
E 120 -t----H.r.36--------t 
.ll: 





0 + - - .1.--........L-----,-_ __j_ _ -~__--,--
Tempursari Pasirian Yosowilangun 
Kecamatan 
Gam bar 4.2 Luas Wilayah Kecamatan Pesisir di Kabupaten Lumajang 
Tahun 2003 (BPS, 2004) 
Sedangkan beberapa desa yang tennasuk desa pesisir dari ketiga kecamatan pesisJr 
Lumajang, dapat dilihat pada table 4.1 berikut ini: 
Tabel 4.1 Desa Pesisir Kabupaten Lumajang 
No. Kecamatan Desa 
I Y osowilangun • Wotgalih 
2 Pasirian • Bades 
• Gondoruso 
• Selok Awar-Awar 
• Bago 
• Selok Anyar 
3 Tempursari • Bulurejo 
• Tegalrejo 
~'--;umber: J3J>S, 200.J 
4.1 Kondisi Fisik dan Oceanografi 
4.1.1 Topografi 
Kondisi topografi di kawasan pesJsir sangat beragam. Pada kawasan pes1su yang 
merupakan bagaian dari wilayah Kecamatan Tempursari sepanjang pantai sejauh 2 km dari 
kondisi air pasang rata-rata ketinggian tanah adalah 0-25 m dari pennukaan laut dan 
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selebihnya pada bagian utara rata-rata memiliki ketinggian 100-500 m dari permukaan laut, 
dan pacta beberapa bagian di sebelah utara ketinggiannya diatas 1000 m dari permukaan 
laut. Untuk kawasan pesisir yang merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pasirian 
sepanjang pantai sejauh 2 km dari kondisi air laut pasang, rata-rata ketinggian tanahnya 
adalah 0-25 m dari permukaan !aut dan selebihnya pada bagian sebelah utara rata-rata 
mempunyai ketinggian 25-100 m dari permukaan laut. Sedangkan kawasan pesisir yang 
merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Yosowilangun seluruh wilayahnya mempunyai 
ketinggian yang sama yaitu 0-25 m dari permukaan laut. 
4.1.2 Pasang Surut dan Temperatur Air Laut 
Suhu permukaan air laut maksimum 32° C, sedangkan yang terendah adalah 22° C dan suhu 
rata-rata adalah 27° C terhadap perubahan kedalaman laut. Kondisi pasang surut di kawasan 
pesisir Lumajang mempunyai sifat campuran antara diurnal dan semidiurnal dengan 
komponen semidiurnal Iebih dominan. Berdasarkan hasil pengamatan dari Stasiun 
Meteorologi Kabupaten Malang tahun 2000, maka didapatkan data beda pasang surut 
daerah pantai selatan Kabupaten Lumajang seperti terlihat pada tabel 4.2 berikut ini: 
Tabel 4.2 Beda Pasang Surut Daerah Pantai Selatan Lumajang 
No Lokasi Perbedaan Pasang Surut 
HWL LWS 
1 Tempmsari 2.4 0.8 
2 Pasirian 2.4 0.9 
3 Y osowilangun 2.3 0.7 
Sumber: Rappeda, 200 I 
4.1.3 Curah Hujan 
Curah hujan di setiap kecamatan di kawasan pesisir Kabupaten Lumajang, ada perbedaan 
jumlah hari hujan dan curah hujannya. Dan setiap tahun terjadi perbedaan terhadap jumlah 
tersebut, seperti terlihat pacta tabel 4.3 dan 4.4 berikut ini: 
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Tabel4.3 Hari Hujan per Tahun di Pesisir Kabupaten Lumajang 
No Kecamatan Jwnlah Hari Hujan!fhn (mm) 1997 1998 2003 
I Tempursari 3I II2 9I 
2 Y osowilangun 88 73 93 
3 Pasirian 80 144 132 
Sumber: BPS 
Tabel 4.4 Curah Hujan per Tahun di Pesisir Kabupaten Lumajang 
No Kecamatan Jum1ah Curah Hujan!Thn (mm) 
1997 1998 2003 
I Tempursari 1023 3408 2198 
_l__ Y osowilangun 1021 1529 1462 
3 Pasirian 1522 1724 1717 
Sumber: BPS, 2004 
Hal ini menunjukkan bahwa curah hujan di Kabupaten Lumajang sangat tidak merata. 
Adanya perubahan musim yang selalu tidak tepat waktu menyebabkan jumlah curah hujan 
di Kabupaten Lumajang berubah tajam tiap tahunnya. 
4.1.4 Gelombang Laut dan Angin 
Ketinggian gelombang di Kabupaten Lumajang rata-rata antara 1.5-2.0 m dengan arah yang 
paling dominan dari tenggara. Ketinggian gelombang sangat dipengaruhi oleh kekuatan 
angin yang bertiup. Karena pantai di Kabupaten Lumajang berhadapan langsung dengan 
Samudra Indonesia dengan fetch yang tidak terbatas, maka gelombang laut yang ada di 
pantai selatan relatiftinggi. 
Data sekunder untuk angin yang bertiup sepanjang tahun di pantai selatan diperoleh dari 
wilayah Cilacap (Jawa Tengah). Distribusi data angin tahunan untuk wilayah ini dapat 
dilihat pada tabel4.5 berikut ini: 
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Tabel 4.5 Distribusi Prosentase Kejadian Angin 
Kec. Prosentase Kejadian (%) 
An gin Utara Timur Timur Tenggara Selatan Barat Barat Barat (knot) Laut Day a Laut 
0-15 1.9 1.0 18.5 43.8 7.7 9.1 7.3 3.8 
16-25 0 0 0 0 0 0.3 0.5 0 
26-35 0 0 2.0 0 0.7 0 0 0 
>35 0 0.1 0 3.3 0 0 0 0 
Sumber: Bappeda, 200 I 
4.1.5 Arus Laut 
Karakteristik dan besarnya arus sangat dipengaruhi oleh letak Iokasi, kedalaman 
pengukuran dan pengaruh pasang-surut. Berdasarkan hasil studi dari data sekunder yang 
pernah dilakukan, pola arus pasang-surut sangat mendominasi. Kecepatan arus sangat 
bervariasi antara 0.1-0.3 m/detik. Untuk pantai Lumajang bagian timur, kekuatan arus 
pasang-surut lebih kuat yaitu antara 0.2 sampai 0.3 m/detik dengan arah arus dominan ke 
arah barat akibat pengaruh Kepulauan Nusa Barung. 
4.1.6 Lingkungan dan Ekosistem Pantai 
Lingkungan kawasan pesisir Kabupaten Lumajang terdiri dari perkampungan nelayan, 
hutan mangrove, tegalan, daerah tandus berupa daerah kapur, muara yang didalamnya 
banyak mengandung tambang bahan galian, persawahan dan perkebunan. Prosentase 
penggunaan Iahan selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini: 
Tabel 4.6 Prosentase Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kabupaten Lumajang 
Jenis Penggunaan Lahan Luas Penggunaan Lahan 
(%) 
Kampw1g 9.08 
Sa wah 27.76 
Tegalan 21.88 





Em pang 0.07 
Lain-lain 0.56 
Sumber: Pemerintah Kab. Lumajang, 2003 
29 
Kondisi Daerah Studi 
4.2 Kependudukan 
Jumlah penduduk di tiga kecamatan pesisir Kabupaten Lumajang dapat dilihat pada tabel 
4. 7 di bawah ini : 
Tabel4.7 Jumlah Penduduk di kawasan pesisir Kabupaten Lumajang 
Kecamatan Jumlah Penduduk _{jiwl!}_ 
2001 2003 2004 
Tempursari 32078 29894 32545 
Pasirian 78878 83186 80026 
Y osowilangun 55399 57331 56206 
Sumber: BPS 
Dari tabel 4. 7 diatas, dapat digambarkan lebih jelas berupa grafik mengenai jumlah 
penduduk, seperti terlihat pada gambar 4.3 berikut ini : 
- 90000 ,---------------------, 
















[oTempursari CPasirian OYosowilan~ 
Gambar 4.3 Jumlah Penduduk di Kecamatan Pesisir Kabupaten Lumajang (BPS, 2004) 
4.3 Potensi Sumberdaya Pesisir 
Potensi sumberdaya pesisir Kabupaten Lumajang cukup banyak, baik yang dapat 
dieksploitasi seperti pertambangan dan perikanan, juga yang dapat dibudidayakan seperti 
pertambakan dan perkebunan. Selain itu, terdapat juga sumberdaya yang dikonservasi yaitu 
berupa hutan bakau. 
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4.3.1 Potensi Penangkapan Ikan 
Kekayaan sumberdaya perikanan di peratran laut Kabupaten Lumajang cukup besar, 
mengingat perairan tersebut merupakan bagian dari perairan Samudra Indonesia. 
Berdasarkan hasil survei dan penelitian yang dilakukan Kantor Direktorat Jendral 
Perikanari tahun 1996, potensi lestari perikanan di perairan laut sekitar Kabupaten Jember, 
Lumajang dan Malang sebesar 272.000 ton ikan per tahun (Bappeda, 2000). Sedangkan 
sampai saat ini eksploitasi perikanan laut oleh nelayan Kabupaten Lumajang baru sekitar 
kurang lebih 1.300 ton per tahun atau sekitar 0.5%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
eksploitasi perikanan laut tersebut masih relatifkecil. Rendahnya eksploitasi ini disebabkan 
model penangkapan ikan yang masih sangat tradisional, yaitu dengan perahu tradisional 
dcngan panjang tidak lcbih dari 10 meter, dimana daya jangkaunya hanya 2-3 mil I aut dari 
garis pantai . 
Perkembangan produksi ikan laut di Kabupaten Lumajang dari tahun ke tahun dapat dilihat 
pada tabel 4.8 dan gambar 4.4 berikut ini : 
Tabel 4.8 Produksi Ikan Laut di Kabupaten Lumajang 
Tahun Produksi Ikan Laut Jenis lkan yang Dominan (Ton) 
1999 1161 Tongkol, Teri, Tengiri, 
2000 1018.1 Layang, Udang, Kembung, 
2001 1141 Peperek, Rajungan, Cumi-
2002 1261 cwm 
2003 1377 
2004 1292.1 
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Gambar 4.4 Produksi lkan Laut Kabupaten Lumajang 
(Pemerintah Kab. Lumajang, 2003) 
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Sedangkan untuk jumlah armada perikanan taut di 5 kecamatan peststr Kabupaten 
Lumajang yaitu: 
• Jumlah nelayan: 408 RTP (Rumah Tangga Perikanan) 
• 264 armada perahujukung tak bermesin 
• 197 armada perahu motor tempe! 
Sementara itu, untuk sarana Tempat Pelelangan lkan (TPI) di Kabupaten Lumajang hanya 
ada 1 buah di Kecamatan Tempursari, tetapi kondisinya sudah tidak representatif. Karena 
itu dalam pemasaran ikan laut masih terbatas pada pasar lokal dengan sistem penjualan 
yang dilakukan oleh nelayan sendiri-sendiri. Dilihat dari potensi perairan laut Kabupaten 
Lumajang yang cukup besar, dan ditunjang letak perairan Lumajang merupakan fishing 
ground, yaitu kawasan perlintasan perahu nelayan antara nelayan Kabupaten Malang 
dengan Kabupaten Jember, maka seharusnya keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 
yang representatif sangat diperlukan. 
4.3.2 Potensi Budidaya lkan di Kawasan Pesisir 
Potensi pengembangan budidaya perikanan di kawasan pesisir Kabupaten Lurnajang masih 
tersedia cukup besar. Luas wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya tersebut 
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seluas 1520.95 Ha saja atau 6.6%. Usaha budidaya perikanan yang dikembangkan adalah 
budidaya udang windu secara intensif di tambak udang, serta kegiatan pembenihan udang. 
Untuk kegiatan tambak intensif sampai saat ini terdapat tiga perusahaan, dengan luas usaha 
sekitar 75 Ha. Sedangkan tambak yang dikelola secara tradisional baru sekitar 28 Ha, 
dimana lokasi seluruhnya terletak di Kecamatan Yosowilangun. Namun, akhir-akhir ini 
masyarakat sekitar pesisir mulai mencoba budidaya ikan Bandeng dan Nila Giff. 
Sedangkan jumlah dari petani tambak itu sendiri adalah sekitar 86 RTP dengan jumlah 
produksi 344.2 ton pada tahun 2003 . Jenis produknya antara lain udang, bandeng dan 
kepiting. 
4.3.3 Produksi Hasil Pengolahan lkan 
Selain hasil perikanan berupa ikan segar, di Kabupaten Lumajang juga terdapat pengolahan 
ikan. Beberapa proses pengolahan ikan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir adalah 
pengeringan, pengasapan, dan pemindangan. Berikut ini produksi hasil pengolahan ikan 
dari tahun ke tahun yang dapat dilihat pada tabel4.7: 
Tabel 4.7 Produksi Hasil Pengolahan Ikan 
No Pengolahan Jumlah Produksi (Ton) 
2000 2001 2002 2003 
I Pengeringan 337.7 384 392 209.8 
2 Pemindangan 240.5 270 272 333.4 
3 Pengasapan 30.5 20 32.5 94.9 
4 Lainnya 9.4 6 6.4 81.3 
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ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 
5.1 Proses Penentuan Prioritas Rencana Pengelolaan Somber Daya Perikanan 
Laut di Kabupaten Lumajang 
Proses penentuan prioritas rencana pengelolaan sumber daya perikanan laut di wilayah 
pesisir Kabupaten Lumajang dilakukan sesuai urutan yang ada dalam model hirarki pada 
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Gambar 5.1 Model Hirarki Rencana Pengelolaan Sumber Daya Perikanan di Pesisir 
Kabupaten Lurnajang 
5.1.1 Analisa Statistik 
Besamya ukuran sampel yang diambil dalam Tugas Akhir ini dihitung dengan persamaan 
berikut ini : 
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dengan: 
z = 1.96 (untuk level konfidensi 95%) 
Cix = 2.9 
N = 97 U umlah responden awal) 
J = 1.96 * 2.9 / m (dari rumus pada bab 2) 
= 0.6 
(Ruseffendi , 1994) 
dari persamaan diatas, maka didapatkanjumlah sampel minimum yang harus diambil yaitu: 
97xl .962 x2.92 
n= 26 
0.62 (97 -1)+ l.962 x2.92 
Sedangkan banyaknya responden yang telah diambil sebagai sampel adalah sebanyak 97 
orang. Jadi, sampel yang telah diambil dapat dikatakan sudah mewakili populasi penduduk 
wilayah pesisir Kabupaten Lumajang Dengan penyebaran responden seperti terlihat pada 




















Gambar 5.2 Distribusi Pembagian Respondcn 
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5.1.2 Tujuan Rencana Pengelolaan Sumber Daya Perikanan Laut 
Tingkat pertama dari upaya pengelolaan sumber daya pesisir adalah penetapan tujuan. 
Tujuan yang akan dicapai dalam rencana pengelolaan sumber daya perikanan laut di 
wilayah pesisir Kabupaten Lumajang yaitu untuk mendapatkan kebijakan pengelolaan 
sumber daya perikanan laut sesuai dengan bidang dan altematif prioritasnya. 
5.1.3 Pelaku Pengelolaan 
Pada tingkatan ini, nilai perbandingan berpasangan dibuat dengan membandingkan antara 
beberapa pelaku, yaitu antara masyarakat, Pemerintah Daerah (Pemda) dan industri 
(swasta). Nilai rata-rata geometriknya dapat dilihat pada tabel 5.1 berikut ini: 
Tabel 5.1 Nilai Perbandingan Berpasangan antara Pelaku Pengelolaan Sumber daya 
No Pelaku Nilai Rata-Rata Geometrik 
~- Mas:yarakat-Pemda 1.2 
2 Masyarakat-lndustri 1.7 
3 Pemda-Industri 1.7 
Sumber: ha.'lil pengolahan 
Dari nilai perbandingan berpasangan di atas, akan digunakan untuk mencari besarnya nilai 
eigenvector antar pelaku pengelolaan sumber daya. 
Tabel 5.2 Vektor Prioritas dan Consistency Ratio dari Pelaku 
No Pelaku Vektor Prioritas 
I Masyarakat 0.410 
2 Pemda 0.363 
3 lndustii 0.227 
Consistency Index (CJ) : 0.002 
Random Index (JU): 0.58 
Consistency Ratio (CR): 0.0034 
Sumber: hasil pengolahan 
Dari tabel 5.2 di atas terlihat bahwa nilai eigenvector terbesar terhadap peran pelaku adatah 
masyarakat (0.41) sebagai prioritas utama pelaku pengelolaan sumber daya perikanan, yang 
umumnya tinggal di sekitar wilayah pesisir. Kemudian pelaku kedua adalah Pemda (0.36). 
Sedangkan sebagai pelaku ketiga adalah pihak industri (0.227). Dengan nilai konsistensi 
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yang dihasilkan sebesar 0.34% (<10%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
berdasarkan persepsi masyarakat Kabupaten Lumajang, maka dalam pengelolaan sumber 
daya perikanan di Kabupaten Lumajang menjadi tanggung jawab masyarakat pesisir itu 
sendiri dengan didukung oleh Pemerintah Daerah dan pihak swasta. 
5.1.4 Bidang Rencana Pengelolaan 
Sesuai dengan model hirarki pada gambar 5.1, pada tingkatan ini dilakukan uji terhadap 
beberapa bidang yang digunakan sebagai pertimbangan dalam rencana pengelolaan sumber 
daya perikanan di Kabupaten Lumajang. Bidang tersebut meliputi: hukum, ekonomi, 
lingkungan dan sosial. Dengan perolehan nilai dari perbandingan berpasangan (lampiran 3), 
didapatkan rata-rata geometrik yang kemudian digunakan untuk menyusun eigen vector 
(vektor prioritas) seperti pada tabel 5.3 berikut ini: 
Tabel 5.3 Vektor Prioritas Kriteria Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dan Consistency 
Ratio 
No. Bidang V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda Industri 
,_J_ Hukum 0.250 0.260 0.277 
2 Ekonomi 0.268 0.266 0.226 
3 Lingkungan 0.244 0.250 0.249 
4 Sosial 0.238 0.223 0.249 
Consistency Index (CI) 0.0123 0.018 0.009 
Random Index (RJ) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.014 0.02 0.01 
Sumber: hasli pengolahan 
Dari tabel 5.3 di atas dapat dilihat bahwa nilai eigenvector terbesar untuk bidang yang 
digunakan sebagai pertimbangan dalam rencana pengelolaan sumber daya pesisir dengan 
pelaku masyarakat dan Pemerintah Daerah adalah pada bidang ekonomi sebesar 0.268 dan 
0.266. Sedangkan pada industri atau swasta, bidang yang menjadi prioritas adalah bidang 
hukum (0.277). Dari angka Consistency Index (Cl) dan Random Index (RI), didapatkan 
Consistency Ratio ( CR) sebesar 1.4% untuk Masyarakat, 2% untuk Pemda dan 1% untuk 
pihak Industri . Ketiga nilai CR tersebut memenuhi persyaratan, yaitu masih di bawah 10%. 
Faktor ekonomi menjadi prioritas dari Masyarakat dan Pemda, hal ini menunjukkan bahwa 
dalam pengelolaan sumber daya pesisir juga perlu memperhatikan nilai ekonomisnya. 
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5.1.5 Aspek Pengelolaan 
Tingkatan selanjutnya dari hirarki yang dimodelkan adalah aspek pengelolaan sumber daya 
perikanan. Aspek-aspek pengelolaan sumber daya pada tingkatan ini berdasarkan pada 
bidang-bidang sebagai berikut, yaitu: bidang Hukum (Kebijakan Pemerintah, Kepatuhan 
Masyarakat terhadap Hukum), bidang Ekonomi (Kesejahteraan Masyarakat Pesisir, 
Peluang Investasi), bidang Lingkungan (Ketersediaan Lahan, Proses Erosi dan 
Pencemaran), dan bidang Sosial (Pendidikan, Perilaku Masyarakat Pesisir, dan Kelompok 
Etnik yang Beragam). 
Vektor prioritas atau Eigenvector dari aspek-aspek pengelolaan sumber daya perikanan 
tersebut dapat dilihat pada tabel 5.4 sebagai berikut: 
Tabel 5.4 Vektor Prioritas Kriteria Pengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R . B d k B'd H k atw er asar an 1 ang u urn 
No. Kriteria Vektor Prioritas 
Masyarakat Pemda lndustri 
1 Kebijakan Pemerintah 0.500 0.500 0.545 
2 Kepatuhan Masyarakat 0.500 0.500 0.455 
Consistency Index (Cl) 0.0 0.0 0.0 
Random Index (JU) 0.0 0.0 0.0 
Consistemy Ratio (CR) 0.0 0.0 0.0 
Sumber: hasll pengolahan 
Dari tabel 5.4 di atas diperoleh vektor prioritas aspek pengelolaan berdasarkan 
perbandingan berpasangan bidang Hukum, dengan prioritas menurut Masyarakat dan 
Pemda adalah seimbang antara Kebijakan Pemerintah (0.5) dan Kepatuhan Masyarakat 
(0.5). Sedangkan menurut pihak Industri, prioritas yang tertinggi adalah aspek Kebijakan 
Pemerintah (0.545). Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sumber daya perikanan 
!aut, perlu diberlakukan peraturan atau undang-undang, sehingga pembagian tugas masing-
masing stakeholders jelas. Nilai Consistency Ratio (CR) yang dihasilkan untuk kriteria 
tersebut adalah sama, yaitu 0%. 
Selanjutnya ditinjau dari Bidang Ekonomi, vektor prioritasnya dapat dilihat pada tabel 5.5 
berikut ini: 
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Tabel 5.5 Vektor Prioritas Kriteria Pengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R B d k n·d Ek . atw er asar an 1 ang onom1 
No. Kriteria V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda Industri 
I Kesejahteraan Masyarakat 0.706 0.630 0.500 
2 Peluang lnvestasi 0.294 0.370 0.500 
Consistency Index (CI) 0.0 0.0 0.0 
Random Index (JU) 0.0 0.0 0.0 
Consistensy Ratio (CR) 0.0 0.0 0.0 
Sumber: hasil pengolahan 
Dari tabel 5.5 di atas diperoleh vektor prioritas aspek pengelolaan berdasarkan 
perbandingan berpasangan bidang Ekonomi, dengan prioritas menurut Masyarakat adalah 
Kesejahteraan Masyarakat (0.706) yang menjadi prioritas utama, kemudian Peluang 
Investasi (0 .294). Menurut Pemda, yang menjadi prioritas utama juga Kesejahteraan 
Masyarakat (0.63) dan Peluang Investasi menjadi prioritas kedua dengan penilaian sebesar 
0.37. Sedangkan bagi pihak Industri, kedua kriteria baik Kesejahteraan Masyarakat maupun 
Peluang Investasi sama-sama menjadi prioritas dengan penilaian sebesar 0.5. Secara umum 
dapat dikatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi bahan pertimbangan dalam 
pengelolaan sumber daya perikanan I aut, karena mayoritas taraf hidup masyarakat di sekitar 
wilayah pesisir masih rendah. 
Sedangkan untuk kriteria pengelolaan berdasarkan Bidang Lingkungan, dapat dilihat pada 
tabel 5.6 sebagai berikut: 
Tabel 5.6 Vektor Prioritas Kriteria Pengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R . B d k n·d L. k atro er asar an 1 ang mg1 ungan 
No. Kriteria Vektor Prioritas 
Masyarakat Pemda Industri 
I Ketersediaan Lahan 0.333 0.333 0.333 
2 Proses Erosi 0.333 0.344 0.333 
3 Pencemaran 0.333 0.323 0.333 
Consistency Index (CJ) 0.0008 0.0034 0.0004 
Random Index (RI) 0.58 0.58 0.58 
Consistensy Ratio (C R) 0.0013 0.0059 0.0006 
Sumber: hasd pengolahan 
Dari tabel 5.6 di atas diperoleh vektor prioritas aspek pengelolaan berdasarkan 
perbandingan berpasangan bidang Lingkungan, dengan prioritas menurut Masyarakat 
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adalah seimbang antara ketiga kriteria tersebut dengan nilai sebesar 0.333 untuk 
ketersediaan lahan, erosi, maupun pencemaran. Begitujuga dengan pihak industri, prioritas 
di antara ketiga kriteria bemilai sama. Sedangkan menurut pihak Pemda, yang menjadi 
prioritas kriteria dalam rencana pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten 
Lumajang di bidang Lingkungan adalah proses erosi (0.344), kemudian ketersediaan lahan 
(0.333) dan pencemaran (0.323). Dengan karakteristik gelombang di Lumajang yang besar, 
maka proses erosi di pantai Lumajang cenderung tinggi . Oleh karena itu, dalam 
pengelolaan sumber daya perikanan laut, juga dilakukan perlindungan pantai untuk 
mengurangi laju erosi . 
Berdasarkan bidang sosial, vektor prioritas pengelolaan sumber daya perikanan laut dapat 
dilihat pada tabel 5.7 di bawah ini : 
Tabel 5.7 Vektor Prioritas Kriteria Pengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R . B d k B'd S . I atw er asar an 1 ang OS Ia 
No. Kriteria V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda lndustri 
1 Pendidikan 0.427 0.414 0.327 
2 Perilaku Masyarakat Pesisir 0.388 0.414 0.418 
3 Kelompok Etnik Beragam 0.185 0.172 0.255 
Consistency Index (CI) 0.0004 0.0001 0.0348 
Random Index (JU) 0.58 0.58 0.58 
Consistensy Ratio (CR) 0.0007 0.0001 0.06 
S'umber: hasil pengolahan 
Dari tabel 5.7 di atas diperoleh vektor prioritas aspek pengelolaan berdasarkan 
perbandingan berpasangan bidang Sosial, dengan prioritas utama menurut Masyarakat 
adalah kriteria Pendidikan (0.427). Tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada 
masyarakat di sekitar wilayah pesisir Kabupaten Lumajang sebagian besar hanya sampai 
tingkat Sekolah Dasar. Hal ini dapat didasarkan pada hasil kuisioner yang disimpulkan 
bahwa sekitar 60% masyarakat yang menjadi responden hanya mengenyam pendidikan 
sampai jenjang Sekolah Dasar. Sedangkan prioritas menurut Pemda, antara kriteria 
Pendidikan dan Perilaku Masyarakat Pesisir mempunyai nilai yang sama (0.414). Dan 
menurut pelaku Industri, Perilaku Masyarakat menjadi prioritas yang utama dengan bobot 
0.418. 
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5.1.6 Alternatif Rencana Pengelolaan 
Tingkatan selanjutnya dari hirarki yang dimodelkan adalah penentuan altematif 
penyelesaian pengelolaan sumber daya perikanan laut di Kabupaten Lumajang. Untuk 
vektor prioritas altematif pengelolaan berdasarkan aspek kebijakan Pemerintah, dapat 
dilihat pada tabel5.8 berikut ini: 
Tabel 5.8 Vektor Prioritas AltematifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R r B d k A k K b" ka P . t h a o er asar an spe e IJa n emerm a 
No. Altematif Vektor Prioritas 
Ma~arakat Pemda lndustri 
I Penangkapan ikan yang 0.246 0.250 0.289 
bcrtanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.267 0.250 0.264 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.296 0.250 0.242 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.191 0.250 0.205 
pesisir 
Consistency Index (C'I) 0.027 0.0135 0.0087 
Random Index (Rl) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.03 0.015 0.01 
Sumber: hasil pengolahan 
Dari tabel 5.8 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, altematif 
pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan 
Pendampingan Masyarakat (0.296), kemudian Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan 
(0.267) , Penangkapan Ikan yang Bertanggung .Tawab ( 0.246) serta Rehabilitasi dan 
Konservasi Pesisir (0.191 ). Sedangkan untuk pelaku Pemda, keempat altematif di atas 
sama-sama menjadi prioritas dengan bobot 0.250. Dan pada pelaku Industri, yang menjadi 
prioritas utama adalah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.289), kemudian 
Peningkatan Sarana Penangkapan lkan (0.264), Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat 
(0.242), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.205). Nilai rasio konsistensi dari ketiga 
pelaku memenuhi syarat yaitu kurang dari 10%. 
Selanjutnya vektor prioritas untuk altematif pengelolaan berdasarkan aspek kepatuhan 
masyarakat terhadap huk:um adalah pada tabel 5.9 di bawah ini : 
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Tabel 5.9 Vektor Prioritas AltematifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R B d k A kK h M ka h d H k atio er asar an spe epatu an asyara tter a ap u um 
No. Altematif V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda Industri 
l Penangkapan ikan yang 0.339 0.273 0.267 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.208 0.234 0.244 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.270 0.261 0.266 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.183 0.232 0.223 
pesisir 
Consisten'-Y Index (CI) 0.0155 0.0019 0.0143 
Random Index (RJ) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.02 0.0021 0.0159 
,\'umber: hasil penf{olahan 
Dari tabel 5.9 di atas, pada pelaku Masyarakat yang menjadi alternatif utama berdasarkan 
aspek Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum adalah Penangkapan lkan yang Bertanggung 
Jawab (0.339), kemudian Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.270), Peningkatan 
Sarana Penangkapan Ikan (0.208), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.183 ). Pada 
pelaku Pemda, yang menjadi alternatif utama adalah Penangkapan Ikan yang Bertanggung 
Jawab (0.273), setelah itu Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.261), Peningkatan 
Sarana Penangkapan Ikan (0.234), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.232). 
Sedangkan pada pelaku lndustri, Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab juga menjadi 
prioritas utama dengan bobot 0.267, kemudian Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat 
(0.266), Peningkatan Sarana Perikanan (0.244), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir 
(0.223). Nilai- nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku adalah Masyarakat (2%), Pemda 
(0.21%), dan Industri (0.159%). 
Berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, vektor prioritas altematif pengelolaan 
perikanan !aut, dapat di lihat pada tabel 5.10 sebagai berikut: 
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Tabel 5.10 Vektor Prioritas AlternatifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R . B d k A k K . h M kat atzo er asar an spe eseJa teraan asyara 
No. Altematif V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda Industri 
1 Penangkapan ikan yang 0.249 0.249 0.250 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.283 0.273 0.262 
ikan 
3 Pembinaan dan pendarnpingan 0.248 0.240 0.239 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.220 0.238 0.250 
pesisir 
Consistency Index (CI) 0.0257 0.07 0.04 
Random Index (IU) 0.9 0.9 0.9 
( .'onsistensy Ratio (CR) 0.03 0.078 0.04 
Sumher: hasil pengolahan 
Dari tabel 5.10 di atas, pada pelaku Masyarakat yang menjadi alternatif utama berdasarkan 
aspek Kesejahteraan Masyarakat adalah Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan (0.283), 
Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.249), kemudian Pembinaan dan 
Pendampingan Masyarakat (0.248), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.220). Pada 
pelaku Pemda, yang menjadi alternatif utama adalah Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan 
(0.273), Pcnangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.249), setelah itu Pembinaan dan 
Pendampingan Masyarakat (0.240), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.238). 
Sedangkan pada pelaku Industri, Peningkatan Sarana Perikanan (0.262) juga menjadi 
prioritas utama, Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab serta Rehabilitasi dan 
Konservasi Pesisir memiliki bobot yang sama sebesar 0.250, kemudian Pembinaan dan 
Pcndampingan Masyarakat (0.239). Nilai~nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku adalah 
Masyarakat (3%), Pemda (7.8%), dan Industri (4%). 
Vektor prioritas alternatif pengelolaan berdasarkan aspek peluang investasi, dapat dilihat 
pada tabel 5.11 berikut ini: 
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Tabe1 5.11 Vektor Prioritas A1tematifPenge1o1aan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R . B d k A kP I I t . Q/10 er asar an spe e uang nves as1 
No. Altematif Vektor Prioritas 
Masyarakat Pemda lndustri 
l Penangkapan ikan yang 0.250 0.250 0.250 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.268 0.262 0.279 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.239 0.239 0.244 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.244 0.250 0.228 
pesisir 
Consistencylndex (CI) 0.047 0.057 0.04 
Uandom Index (RI) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.05 0.05 0.04 
,)'umber: has1l pengolahan 
Dari tabe1 5.11 di atas, pacta pe1aku Masyarakat yang menjadi alternatif utama berdasarkan 
aspek Pe1uang Investasi ada1ah Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan (0.268), 
Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (0.250), kemudian Rehabilitasi dan Konservasi 
Pesisir (0.244), scrta Pcmbinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.239). Pada pelaku 
Pemda, yang menjadi alternatif utama adalah Peningkatan Sarana Penangkapan lkan 
(0.262), Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab serta Rehabilitasi dan Konservasi 
Pesisir memiliki nilai yang sama sebesar 0.250 , setelah itu Pembinaan dan Pendampingan 
Masyarakat (0.239). Sedangkan pacta pelaku Industri, Peningkatan Sarana Perikanan 
(0.279) juga menjadi prioritas utama, Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.250), 
kemudian Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.244), serta Rehabilitasi dan 
Konservasi Pesisir (0.228). Nilai- nilai rasio konsistensi dari ketiga pelaku adalah 
Masyarakat (5%), Pemda (5%), dan Industri (4%). 
Berdasarkan aspek ketersediaan lahan, vektor prioritas altematif pengelolaan dapat dilihat 
pacta tabel 5.12 berikut ini : 
44 
Analisa Data dan Pcmba!Jasao 
Tabel 5.12 Vektor Prioritas AltematifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R t' B d k A k K t d" L h aro er asar an spe e erse I a an a an 
No. Alternatif V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda Industri 
1 Penangkapan ikan yang 0.250 0.250 0.255 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.262 0.250 0.269 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.239 0.250 0.269 
masyarakat 
4 Rehab i li tasi dan konservasi 0.250 0.250 0.207 
pesisir 
Consistency Index (CJ) 0.06 0.002 0.0087 
Random Index (RI) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR.) 0.06 0.0023 0.01 
:•;umber: hasi/ pen~o/ahan 
Dari tabel 5.12 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, altematif 
pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi prioritas utama berdasarakan aspek 
Ketersediaan Lahan adalah Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan (0.262), sedangkan 
untuk Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab dan Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir 
memiliki bobot yang sama yaitu 0.250, kemudian Pembinaan dan Pendampingan 
Masyarakat (0.239). Sedangkan untuk pelaku Pemda, keempat altematif di atas sama-sama 
menjadi prioritas dengan bobot 0.250. Dan pada pelaku Industri, yang menjadi prioritas 
utama adalah Peningkatan Sarana Penangkapan lkan dan Pembinaan dan Pendampingan 
Masyarakat dengan bobot sama sebesar 0.269, lemudian Penangkapan lkan yang 
Bertanggung .Tawab (0.255), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.207). Nilai rasio 
konsistensi dari ketiga pelaku memenuhi syarat yaitu Masyarakat (6%), Pernda (0.23%), 
dan lndustri (I%). 
Selanjutnya, vektor prioritas altematif pengelolaan sumber daya pada aspek proses erosi 
adalah pada tabel 5.13 berikut: 
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Tabel 5.13 Vektor Prioritas AltematifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R . B d k A kP E . a flo er asar an spe roses ros1 
No. Altematif V elctor Prioritas 
Masyarakat Pemda lndustri 
1 Penangkapan ikan yang 0.267 0.262 0.262 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.250 0.250 0.239 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.260 0.255 0.250 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.233 0.233 0.250 
pesisir 
Consistency Index (CI) 0.0086 0.029 0.013 
Random Index (IU) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.01 0.032 0.014 
Sumber: hasll pengolahan 
Dari tabel 5.13 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, altematif 
penge1o1aan sumber daya perikanan yang menjadi prioritas utama berdasarakan aspek 
Proses Erosi adalah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.267), kemudian 
Pembinaan dan Pcndampingan Masyarakat (0.260), Peningkatan Sarana Penangkapan lkan 
(0.250), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.233). Pada pelaku Pemda, yang 
menjadi prioritas utama adalah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.262), 
kemudian Pembinaan dan Pendampinan Masyarakat (0.255), Peningkatan Sarana 
Penangkapan Ikan (0.250), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.233). Sedangkan 
· pada pe1aku Industri, Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.262) juga menjadi 
prioritas utama, kemudian Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat serta Rehabilitasi dan 
Konservasi Pesisir memiliki bobot yang sama sebesar 0.250, dan terakhir Peningkatan 
Sarana Penangkapan Ikan (0.239). Nilai-nilai konsistensinya untuk Masyarakat (1 %), 
Pemda (3 .2%), dan lndustri (1.4%). 
Untuk altematif pengelolaan berdasarkan aspek pencemaran, dapat dilihat pada tabel 5.14 
sebagai berikut: 
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Tabel 5.14 Vektor Prioritas AltematifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R . B d k A kP atw er asar an spe encemaran 
No. Altematif V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda Industri 
1 Penangkapan ikan yang 0.262 0.267 0.272 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.239 0.234 0.230 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.256 0.249 0.261 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.244 0.249 0.238 
pesisir 
Consistency Index (Cl) 0.0006 0.0003 0.01 
Random Index (RI) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.0006 0.0004 0.01 
Sumber: hast! pengolahan 
Dari tabel 5.14 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, altematif 
pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi prioritas utama berdasarakan aspek 
Pencemaran adalah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.262), kemudian 
Pcmbinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.256), Rehabilitasi dan Konscrvasi Pesisir 
(0.244), serta Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan (0.239). Pada pelaku Pemda, yang 
menjadi prioritas utama adalah Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (0.267), 
kemudian Pembinaan dan Pendampinan Masyarakat serta Rehabilitasi dan Konservasi 
Pesisir memiliki bobot sama sebesar 0.249, yang terakhir Peningkatan Sarana Penangkapan 
lkan (0.234). Sedangkan pada pelaku Industri, Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab 
(0.272) juga menjadi prioritas utama, kemudian Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat 
(0.261 ), Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.238), dan terakhir Peningkatan Sarana 
Penangkapan lkan (0.230). Nilai-nilai konsistensinya untuk Masyarakat (0.06%), Pemda 
(0.04%), dan lndustri (1 %). 
Berdasarkan aspek pendidikan, altematif pengelolaan yang menjadi prioritas dapat dilihat 
dalam tabel 5.15 berikut ini: 
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Tabel 5.15 Vektor Prioritas AltematifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R I B d k As k P d.d.ka aw er asar an 1pe en 1 1 n 
No. Altematif V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda Industri 
l Penangkapan ikan yang 0.255 0.255 0.249 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.243 0.243 0.255 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.272 0.272 0.266 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.230 0.230 0.230 
pesisir 
Consistency Index (CI) 0.009 0.008 0.008 
Random Index (RI) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.01 0.01 0.01 
Sumber: hasil pengolahan 
Dari tabel 5. 15 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat dan Pemda, 
altematif pengelo1aan sumber daya perikanan yang menjadi prioritas utama berdasarakan 
aspek Pendidikan adalah Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.272), kemudian 
Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (0.255), Peningkatan Sarana Penangkapan 
Ikan (0.243), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.230). Dengan nilai rasio 
konsistensinya sebesar 1%. Sedangkan pada pihak lndustri, yang menjadi prioritas utama 
adalah Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.266), kemudian Peningkatan Sarana 
Penangkapan Ikan (0.255), Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.249), serta 
Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.230). Dengan nilai konsistensinya 1%. 
Vektor prioritas altematifberdasarkan aspek perilaku masyarakat pesisir dapat dilihat pada 
tabel 5.16 sebagai berikut: 
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Tabel 5.16 Vektor Prioritas AltematifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R B d k A k P ·1 k M kat P .. atro er asar an spe en au asyara CSISlr 
No. Altematif V ektor Prioritas 
Masyarakat Pemda lndustri 
l Penangkapan ikan yang 0.268 0.246 0.276 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.248 0.259 0.260 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.283 0.282 0.249 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.200 0.213 0.215 
pesisir 
Consistency Index (CI) 0.008 0.027 0.008 
Random Index (JU) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.01 0.03 0.01 
.\'umber: hasil pengolahan 
Dari tabel 5.16 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, altematif 
pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi prioritas utama berdasarakan aspek 
Perilaku Masyarakat Pesisir adalah Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.283), 
kemudian Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (0.268), Peningkatan Sarana 
Penangkapan lkan (0.248), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.200). Dan dari 
Pemda, yang menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat 
(0.282), kemudian Peningkatan Sarana Perikanan (0.259), Penangkapan Ikan yang 
Bertanggung Jawab (0.246), dan terakhir Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.213). 
Sedangkan dari Industri, Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (0.276) menjadi 
prioritas utama, kemudian Peningkatan Sarana Penangkapan lkan (0.260), Pembinaan dan 
Pendampingan Masyarakat (0.249), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.215). Dan 
nilai-nilai konsistensinya yaitu Masyarakat (1%), Pemda (3%), dan Industri (1%). Nilai-
nilai konsistensi tersebut memenuhi syarat, yaitu masih dibawah 10%. 
Selanjutnya untuk altematif pengelolaan berdasarkan aspek kelompok etnik yang beragam, 
dapat dilihat pada tabel 5.17 berikut ini : 
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Tabel 5.17 Vektor Prioritas AlternatifPengelolaan Sumber daya Perikanan dan Consistency 
R B d k A k K I k Et 'k B atro er asar an spe eompo m yang era gam 
No. Altematif Vektor Prioritas 
Masyarakat Pemda lndustri 
l Penangkapan ikan yang 0.247 0.250 0.262 
bertanggung jawab 
2 Peningkatan sarana penangkapan 0.252 0.250 0.249 
ikan 
3 Pembinaan dan pendampingan 0.297 0.262 0.250 
masyarakat 
4 Rehabilitasi dan konservasi 0.204 0.239 0.239 
pesisir 
Consistency Index (CI) 0.012 0.0096 0.0224 
Random Index (RI) 0.9 0.9 0.9 
Consistensy Ratio (CR) 0.013 0.01 0.025 
Sumber: hasrl pengolahan 
Dari tabel 5. 17 di atas, dapat disimpulkan bahwa pada pelaku Masyarakat, alternatif 
pengelolaan sumber daya perikanan yang menjadi prioritas utama berdasarakan aspek 
Kelompok Etnik yang Beragam adalah Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.297), 
kemudian Peningkatan Sarana Penangkapan Ikan (0.251 ), Penangkapan Ikan yang 
Bertanggung Jawab (0.247), serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.204). Dari pihak 
Pemda, yang juga menjadi prioritas utama adalah Pembinaan dan Pendampingan 
Masyarakat (0.262), kemudian Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab dan 
Peningkatan Sarana Penangkapan lkan yang memiliki bobot sama yaitu 0.250, dan terakhir 
Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.239). Sedangkan dari lndustri, yang menjadi 
prioritas utama adalah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.262), kemudian 
Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat (0.250), Peningkatan Sarana Perikanan (0.249), 
serta Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir (0.239). Nilai-nilai konsistensinya adalah 
Masyarakat (1 .3%), Pemda (1 %), dan Jndustri (2.5%). 
5.1.7 Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Masyarakat 
Proses penentuan prioritas rencana pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir 
Kabupaten Lumajang menurut Masyarakat, dapat dilihat pada model hirarki (gambar 5.3) 
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Gambar 5.3 Hirarki Penentuan AlternatifPengelolaan Sumber Daya Perikanan Menurut 
Pelaku Masyarakat 
Dari gambar 5.3 di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Masyarakat, yang menjadi 
prioritas utama dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan adalah bidang Ekonomi 
(0.268) pada aspek Peluang Investasi (0.189) dengan dua alternatif yang memiliki bobot 
sama yaitu Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab (0.263) dan Pembinaan dan 
Pendampingan Masyarakat (0.263). Dengan demikian, masyarakat sebagai pelaku dalam 
pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Lumajang mempiioritaskan penangkapan 
ikan yang bertanggung jawab dan Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat. Penangkapan 
ikan yang bertanggung jawab yaitu penangkapan ikan yang tidak merusak dan sesuai 
dengan kapasitas wilayah tersebut. Sedangkan pembinaan dan pendampingan masyarakat 
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas SDM nelayan dan kemajuan taraf hidup 
masyarakat pesisir itu sendiri. 
5.1.8 Penentuan Alternatif Menurut Pelaku Pemerintah Daerah 
Proses penentuan prioritas rencana pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir 
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Gambar 5.4 Hirarki Penentuan AlternatifPengelolaan Sumber DayaPerikanan Menurut 
Pelaku Pemerintah Daerah 
Dari gambar 5.4 di atas dapat disimpulkan bahwa menurut Pemerintah Daerah yang 
menjadi prioritas utama dalam dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan adalah 
bidang Ekonomi (0.266) pada aspek Kesejahteraan Masyarakat Pesisir (0.168), dengan 
menghasilkan altematif Penangkapan ikan yang bertanggung jawab (0.255). Pemerintah 
sebagai penyusun kebijakan, harus mempertimbangkan faktor kesejahteraan masyarakat 
pesisir dan faktor kelestarian ekosistem. Untuk menjaga kelestarian ekosistem, perlu 
disusun aturan yangjelas tentang penangkapan ikan yang tidak merusak lingkungan. 
5.1.9 Penentuan Alternatif Menu rut Pelaku lndustri/Swasta 
Proses penentuan prioritas rencana pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah pesisir 
Kabupaten Lumajang mcnurut lndustri, dapat dilihat pada model hirarki (gambar 5.5) 






Ti ngl.:nt 5: 
Altcmnti r 
Analisa Data dan Pcmbahasan 
Gam bar 5.5 Hirarki Penentuan AlternatifPengelolaan Sumber Daya Perikanan Menurut 
Pclaku lndustri 
Dari gambar 5.5 di atas dapat disirnpulkan bahwa menurut pelaku Industri yang menjadi 
prioritas utama dalam dalam upaya pengelolaan sumber daya perikanan adalah bidang 
Hukum (0.277), dengan aspek Kebijakan Pemerintah (0.151) yang rnenghasilkan alternatif 
Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab (0.264). Berdasarkan kondisi di wilayah 
pesisir Lumajang, beberapa nelayan masih ada yang menangkap ikan dengan cara 
pengeboman. Meskipun jarang terjadi, kegiatan tersebut tetap dapat mengakibatkan 
kerusakan ekosistern !aut. Untuk itu, penangkapan ikan yang bertanggung jawab dapat 
dijadikan acuan dalam penyusunan kebijakan, sehingga pemanfaatan sumber daya 
perikanan lautnya sesuai dengan kemampuan alam dan bisa berkelanjutan. 
5.2. Analisis Sensitivitas Rencana Pengelolaan Somber Daya Perikanan 
Analisis scnsitivitas digunakan untuk mengetahui sensitivitas alternatifprioritas (tingkat 5) 
akibat adanya perubahan pada penilaian pelakunya (tingkat 2). Ada beberapa tipe dari 
analisis sensitivitas, yaitu: Pe1formance, Dynamic, Gradient, 2-D Plot, dan Differences. 
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Pada gambar 5.6 berikut ini tampilan analisis sensitivitas secara keseluruhan untuk prioritas 
rencana pengelolaan sumber daya perikanan di Kabupaten Lumajang, berdasarkan data 
hasil penelitian yang telah diolah menggunakan sr?ftware Expert Choice: 
Gambar 5.6 Tampilan Analisis Sensitivitas 
Untuk mengetahui sensitivitas lebih lanjut, maka berikut ini diambil satu tipe analisis 
sensitivitas berdasarkan data penelitian awal, yaitu Mode Performance, seperti terlihat pada 
gambar 5.7 berikut ini : 
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Gambar 5.7 Grafik Mode Performance Berdasarkan Data Awal 
Dari gam bar 5. 7 tersebut, nilai prioritas altematif pada setiap pelaku dapat dilihat pada 
label 5.18 dibawah ini: 
Tabcl 5. 18 Hasil Analisis Sensitivitas Mode Performance 
~ Pelaku Prioritas Vektor Prioritas Alternatif (%) (%) Penangkapan Sarana Pembinaan Rehabilitasi 
-
~rak_~ 41 26.2 25 .2 26.2 22.1 t-- -
Pemda 36.3 25.8 25 .1 25 .8 24.0 
-· 
1 ndustri 22.7 26.3 25.7 25.2 22 .8 
Overall 26.0 25 .3 25 .7 22.9 
Ketcrangan : 
Pcnangkapan : Penangkapan lkan yang Bertanggung Jawab 
Sarana : Peningkatan Sarana Penangkapan lkan 
Pcmbinaan : Pcmbinaan dan Pcndampingan Masyarakat 
Rehabilitasi : Rehabilitasi dan Konservasi Pesisir 
Kemudian dilakukan simulasi terhadap hasil analisis sensitivitas pendapat responden untuk 
dapat mcngetahui pengaruh pelaku (tingkat 2) terhadap a\ternatif (tingkat 5). Simulasi 
55 
Aoalisa Dala dar1 PcmbahasllO 
dilakukan dengan menaikkan bobot kriterianya sebesar 5%. Analisis sensitivitas ini juga 
dilakukan dengan menggunakan program Expert Choice. 
Berikut ini dilakukan perubahan nilai prioritas Masyarakat menjadi 46%, yang 
menghasilkan grafik sensitivitas seperti pada Lampiran 4 (Gambar 1). Dari grafik tersebut, 
maka dapat dilihat nilai prioritasnya pada tabel 5.19 berikut ini: 
Tabel 5.19 Hasil Analisis Sensitivitas Mode Performance Simulasi I 
Pelaku Prioritas Vektor Prioritas Altematif (%) (%) Penangkapan Saran a Pembinaan Rehabi I i tasi 
Masyarakat 46 26.0 24.9 26.0 21.8 
Pemda 33.3 25.1 24.9 25.1 23 .7 
lndustri 20.8 26.3 25.4 25.0 22.5 
Overall 26.1 25 .3 25.8 22.8 
Setelah itu dilakukan perubahan nilai prioritas Masyarakat menjadi 51%, yang 
menghasilkan grafik sensitivitas seperti pada Lampiran 4 (Gambar 2). Dari grafik tersebut, 
maka dapat dilihat nilai prioritasnya pada tabel 5.20 berikut ini: 
Tabel 5.20 Hasil Analisis Sensitivitas Mode Performance Simulasi II 
Pelaku Prioritas Vektor Prioritas A lternatif (%) (%) Penangkapan Saran a Pembinaan Rehabilitasi 
Masyarakat 51 26.2 25 .1 26.2 22.1 
Pemda 30.2 25.3 25.1 25.1 23 .8 
Industri 18.8 26.5 25 .2 25.0 22.8 
Overa/1 26.1 25.3 25.8 22.8 
---- ~- ------------
-·-------- ----~-----· '-----------
Sedangkan dari gambar 3 pada Lampiran 4, garis pelaku Masyarakat diubah menjadi 56%, 
maka perubahan nilai prioritas altematif pada setiap pelaku dapat dilihat pada tabel 5.21 
berikut ini: 
Tabel 5.21 Hasil Analisis Sensitivitas Mode Performance Simulasi III 
Pelaku Prioritas Vektor Prioritas Alternatif (%) (%) Penangkapan Saran a Pembinaan Rehabilitasi 
Masyarakat 56 26.0 25.0 26.0 22.0 
Pemda 27 25.2 25.0 25.2 23.8 
Industri 17 26.2 25.2 25.0 22.5 
Overall 26.1 25 .3 25 .9 22.7 
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Dari beberapa perubahan prioritas di atas, dapat digabungkan dalam suatu tabel untuk 
mengetahui lebih jelas mengenai pengaruh perubahan suatu prioritas terhadap prioritas 
yang lain, scpcrti pada tabc1 5.22 berikut ini : 
Tabel 5.22 Overall Vektor Prioritas Alternatif 
Prioritas Perubahan Overall Vektor Prioritas Alternatif (%) 
Masyarakat Prioritas (%) Penangkapan Sarana Pembinaan Rehabilitasi 
(%) 
41 0 26.0 25 .3 25.7 23.0 
46 5 26.1 25 .3 25 .8 22 .8 
------------· t---· 
51 10 26. 1 25.3 25 .8 22.8 
!--· 
56 15 26.1 25.3 25 .9 22 .7 
--------·· - ·------
_ _______ L..__ __________________ ------ --------------
Dari tabel 5.22 di atas dapat ditampilkan dalam bentuk grafik untuk memudahkan melihat 
pcngaruh pcrubahan suatu kritcria tcrhadap ni1ai prioritas altcrnatif sepcrti pada gambar 
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Gambar 5.11 Grafik Pengaruh Perubahan Prioritas 
Dari grafik 5. 11 di atas, dapat dinyatakan bahwa perubahan nilai prioritas pelaku tidak 
terlalu berpengaruh terhadap alternatif prioritas. Bahkan pada alternatif Peningkatan Sarana 
Penangkapan lkan dapat dikatakan tidak sensitif, karcna grafiknya konstan. Sedangkan 
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yang mengalami perubaban bobot kriteria yang cukup besar adalab pada alternatif 
Rebabilitasi dan Konservasi Pesisir. Namun, perubaban prioritas sebesar 5% , 10%, atau 
15% tidak mengubah urutan prioritas altematifnya. 
5.4 Pembahasan 
Pada metode AHP, yang menjadi bagian penting adalab model hirarki. Penyusunan model 
hirarki barus disesuaikan dengan kondisi wilayah yang diteliti, dalam hal ini adalah 
Kabupaten Lumajang. Sebingga basil yang diperoleb dapat dipertanggungjawabkan dan 
menjawab perrnasalaban yang ada di wilayah tersebut. 
Selain penyusunan model birarki, pemiliban responden juga mempengaruhi basil dari 
metode AHP. Responden yang dimaksud dalam Tugas Akhir ini adalah pelaku pengelolaan 
sumber daya perikanan laut di Lumajang, yaitu Masyarakat, Pemerintah Daerah dan 
Industri/Swasta. Maka dalam proses pemiliban responden yang representatif, perlu 
diketabui pengetabuan responden tentang kondisi wilayab pesisir dan potensi di dalamnya. 
Sebingga basil yang didapatkan dari metode AHP · ini bisa dijadikan baban pertimbangan 
dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan laut di Lumajang. 
Berdasarkan basil AHP, alternatif prioritas yang lebih diharapkan dari pihak Masyarakat, 
Pemerintab Daerab dan Industri adalab Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab dan 
juga Pernbinaan dan Pendampingan Masyarakat Pesisir. Penangkapan ikan yang 
bertanggung jawab itu sendiri sesuai dengan salah satu konsep pengelolaan sumber daya 
pesisir yang terpadu dan berkelanjutan, yaitu konsep ekologi Namun, dari keterangan 
masyarakat sekitar, juga pibak instansi menyatakan babwa di laut Lurnajang terjadi 
penangkapan ikan dengan pengeboman beberapa kal i. Aksi pengeboman tersebut dilakukan 
oleh nelayan dari luar Lumajang yang sengaja memasuki wilayah perairan Lumajang. 
Melihat kondisi tersebut, rnaka Penangkapan ikan yang bertanggung jawab perlu 
diberlakukan tidak hanya bagi nelayan dari Kabupaten Lumajang, namun juga kepada 
nelayan dari luar, seperti dari Malang ataupun Jember yang melalui perairan Lumajang. 
Dengan penangkapan ikan yang bertanggung jawab, maka sumber daya alamnya tetap 
terjaga dan tidak melebibi daya dukung wilayah pesisir tersebut. 
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Sedangkan program pembinaan dan pendampingan masyarakat juga diperlukan dalam 
upaya pengelolaan surnber daya perikanan laut di Kabupaten Lurnajang, karena kondisi 
masyarakat di daerah pesisir, terutama nelayannya memiliki tingkat pendidikan rata-rata 
rendah (umumnya hanya tamat Sekolah Dasar). Sehingga dengan program tersebut, 
pengetahuan masyarakat tentang pentingnya menjaga sumber daya laut dan cara-cara 
pengelolaan yang baik bisa ditingkatkan. Program ini juga dapat berfungsi sebagai sarana 
monitoring, agar perkembangan masyarakat wilayah pesisir bisa diketahui secara jelas. 
Dengan adanya kebijakan dan program pengelolaan yang didapatkan, diharapkan mampu 
menjadi sebuah kesepakatan bersama dan dijadikan pedoman dalam mengatur, 
mengarahkan serta mengendalikan berbagai aktivitas masyarakat dalam upaya pemanfaatan 
sumberdaya kawasan pesisir secara terpadu (integrated) dan lestari. Sehingga sumberdaya 
pesisir akan mampu menunjang kegiatan investasi dan usaha masyarakat secara 




KESIMPULAN DAN SARAN 
6.1 Kesimpulan 
BABVI 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Berdasarkan hasil analisa pada bah sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sesuai 
dengan tujuan penulisan, yaitu: 
1. Rencana pengelolaan sumber daya perikanan laut di Lumajang memprioritaskan 
Masyarakat sebagai pelaku utama (eigenvector 0.410) dalam pengelolaan sumber 
daya perikanan tangkap, baik sebagai subyek maupun sebagai obyek pembangunan. 
2. Alternatif penyelesaian yang didapatkan dalam rencana pengelolaan sumber daya 
perikanan laut ini adalah Penangkapan Ikan yang Bertanggung Jawab dan 
Pembinaan dan Pendampingan Masyarakat, dengan eigenvector sebesar 0.263 . 
3. Dari analisa Sensitivitas dengan menggunakan software Expert Choice, maka dapat 
disimpulkan bahwa perubahan nilai prioritas pada pelaku yang ada, tidak 
berpengaruh terhadap perubahan nilai prioritas alternatifnya secara signifikan. 
6.2 Saran 
Berdasarkan analisa yang dilakukan, maka dapat disarankan untuk penelitian lebih lanjut 
antara lain: 
I . Menambahkan unsur-unsur penyusunan hirarki, seperti pelaku, kriteria atau 
alternatif-alternatifnya dalam program-program strategis pengembangan. 
2. Melakukan analisa dinamika sistem terhadap rencana program pengelolaan untuk 
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Model Pertanyaan Persepsi 
Contoh pertanyaan dan jawaban: 
• Untuk mengatasi persoalan di daerah anda, manakah yang lebih penting antara bidang A 
atau B berikan skor peni1aian anda? (ska1a 1 s/d 9) 
A 0 B 
191817161514131211 I2131415161X1819J 
Sangat sama Sangat 
penting sekali penting penting sekali 
Keterangan untuk jawaban: 
• Jika anda memi1ih bidang B dengan nilai 7, maka arti jawaban tersebut yaitu bidang B 
sangat penting untuk dikerjakan lebih du1u daripada bidang A. 
• Definisi nilai 1 s/d 9: 
1 • sama penting 
3 • 1ebih penting 
5 • cukup penting 
7 • sangat penting 
9 • sangat penting sekali 
nilai 2, 4, 6, dan 8 merupakan nilai antara dua penilaian tersebut. 
1.1. Pertanyaan mengenai pelaku dalam upaya pengelolaan somber daya pesisir di Kab. 
Lumajang 
1. 1. 1. Dalam upaya pengelolaan sumber daya peststr di Kab. Lumajang, menurut 
b ak/"bu/ d lak akah 1 bih . ? apJ 1 sau ara, pe uman yang e pentmg·.
II II Masyarakat 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pemda 
II 12 Masyarakat 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Industri 
1113 Pemda 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 lndustri 
1.2. Pertanyaan mengenai kriteria/bidang dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di 
Kab. Lumajang 
1.2.1. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di Kab. Lumajang, dengan sasaran 
k t 1"b ka b ak/"bu/ d kri akah 1 bih ting? e er 1 atan masyara t, menurut apl 1 sau ara, tena man yang e pen 
1211 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ekonomi 
1212 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 
1213 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
1214 Ekonomi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 
1215 Ekonomi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
1216 Lingkungan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
Ll-2 
1.2.2. Dalam upaya pengelo1aan sumber daya pestsu di Kab. Lumajang, dengan sasaran 
keterlibatan pemerintah daerah, menurut bapak/ibulsaudara, kriteria manakah yang lebih 
ti ? pen ng .
1221 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ekonomi 
1222 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 
1223 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosia1 
1224 Ekonomi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 
1225 Ekonomi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
1226 Lingkungan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
1.2 .3. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di Kab. Lumajang, dengan sasaran 
k l"b . d b ak/"bul d k . akah 1 b"h ? eter 1 atan m ustri, menurut ap; I sau ara, ntena man . yang e 1 pentmf! 
1231 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ekonomi 
1232 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 
1233 Hukum 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
1234 Ekonomi 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 Lingkungan 
1235 Ekonomi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 So sial 
1236 Lingkungan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sosial 
1.3. Pertanyaan mengenai aspek dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di Kab. 
Lumajang 
1.3.1. Dalan1 pes1s1r di Kab. Lumajang, dengan 
1.3.3. Dalam 
1.3.4. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di Kab. 
hukum, menurut 
. thd hkm 
dengan 
menurut 
. thd hkm 
Lumajang, dengan 
hukum, menurut 




1.3.5. Dalam upaya pengelo1aan sumber daya pesisir di Kab. Lumajang, dengan 
mempertimbangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi, menurut 
bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang 1ebih penting untuk ditangani? 
Ll-3 
1351 
1.3.6. Dalam dengan 
menurut 
investasi 
1.3.7. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di Kab. Lumajang, dengan 
mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam bidang lingkungan, menurut 
b ak/'bu/ d k akab 1 b 'h tuk di '? ap; 1 sau ara, aspe man )arti! e 1 ;>entmg un tangaru. 
1371 Ketersdiaan laban 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Erosi 
1372 Ketersdiaan laban 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pencemaran 
1373 Erosi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pencemaran 








mempcttimbangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam bidang lingkungan, menurut 
b ak/'bu/ d k akab 1 bih 0 tuk di '? ap; l sau ara, aspe man )an i! e ;>entmg un tangam. 
Ketersdiaan laban 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Erosi 
Ketersdiaan laban 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pencemaran 
Erosi 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pencemaran 
Dalam upaya pengelolaan sumber daya pests1r 
mempertimbangkan keterlibatan industri dalam 




b ak/'bu/ d k akah 1 b'h k d' '? ap; I sau ara, aspe man yang e 1 _penttnJ untu ttan! ant. 
Ketersdiaan laltan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Erosi 
Ketersdiaan laban 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pencemaran 
Erosi 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcncemaran 
1.3.1 0. Dalam upaya pengelolaan sumber daya peststr di Kab. Lumajang, dengan 
menurut mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam bidang sosial, 
bapak/ibu/saudara, aspek manakah yang lebih penttng untuk ditangani? 
1310 1 Pendidikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perilaku masy.pssr 
13102 Perilakumasy.pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kel. Etnik yg beragam 
13103 Kel. Etnik yg beragam 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan 
1.3 .11. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di Kab. Lumajang, dengan 
mempertimbangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam bidang sosial, menurut 
b ak/'bu/ d k akah 1 b'h tuk d' '? ap; l sau ara, aspe man )art e 1 . penttng un ttangaru. 
13111 Pendidikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 
13112 Perilaku masy.pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 ] 2 3 4 5 6 7 8 
J 3113 Kel. Etnik yg beragam 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 
1.3.12. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di Kab. 
mempertimbangkan keterlibatan industri dalam bidang 
bapaklibu/saudara, aspek manakab yang lebih penting untuk ditangani? 
9 Perilaku masy.pssr 







13121 Pendidikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Perilaku ma~.pssr 
13122 Perilaku masy.pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kel. Etnik yg beragam 
13123 Kel. Etnik yg beragam 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendidikan 
1.4. Pertanyaan mengenai alternatif dalam upaya pengelolaan sumber daya pesisir di Kab. 
Lumajang 
1.4.1. Dalam upaya penge1olaan sumber daya pesisir di Kab. Lumajang, dengan 
mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspek kebijaksanaan pemerintah, 
b aktbu/ d at ·r akah 1 bih · tuk di b"I? menurut ap; 1 sau ara, ternan man yanj e _IJ_enttng_ un am 1.
1411 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 penangk. ikan 
1412 Penangkapan ikan yg Pembinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendampingan masy. 
1413 Peningkatan sarana Pembinaan & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendarn_Qi'!_g_an mas__y. 
1414 Peningkatan sarana Rehabilitasi & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi _Qssr 
1415 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pendampingan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi _Qssr 
1416 Rehabilitasi & Penangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg.jwb 
1.4.2. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pes1s1r di Kab. Lumajang, dengan 
mempertimbangkan keterlibatan pemda dalam aspek kebijaksanaan pemerintah, 
menurut b ak/bu/ d I .f akah I b.h k d. b.l? ap: I sau ara, a ternan man . yan~' e 1 pentmg untu 1am 1. 
1421 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 penangk. ikan 
1422 Penangkapanikrutyg Pembinaan & 
bertg.jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendampingan masy. 
1423 Peningkatan sarana Pembinaan & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendampingan masy. 
1424 Peningkatan sarana Rehabi1itasi & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
1425 Pembinaan & Rehabilitasi & 
Pendampingan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi _IJ_ssr 
1426 Rehabilitasi & Penrutgkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg. jwb 
1.4.3. Dalrun upaya pengelo1aan swnber daya pes1srr di Kab. Lumajang, dengan 
mempertimbangkan keterlibatan industri dalam aspek kebijaksanaan pemerintah, 
menurut bapak/ibu/saudara, alternatifmanakah yang lebih penting untuk diarnbil? 
Ll-5 
-918 
-·- - - -- -- -- -
1431 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bcrtg. jwb 7 6 5 4 .., 2 I 2 .., 4 5 6 7 8 9 J?Cnangk. ikan .) .) 
1432 Pcnangkapan ikan yg Pembinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 .., 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. -~ 
1433 Peningkatan sarana Pembinaan & 
___ _ pena~g~Jkan --·- _ 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
--· t---
1434 Pcningkatan sanma Rchabilit<1si & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 .., 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr -~ 
--· ---· -- --- -""-------
--1- t---
1435 Pembinaa.n & Rehabilita.si & 
pcndampin~an ma<;y. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 k on scrvas i j~_ssr 
1436 Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg.jwb 
1.4.4. Da1am upaya pcngclolaan sumber daya pcsrstr di Kah. Lumajang, dcngan 
mcmpertimbangkan keterlibatan masyarakat daham aspck l;.cpatuhan masyarakat 
terhadap hukum. mcnunrt bapak/ibu/saudara, allernatif manakah yang lebih penting untuk 
diambil? 
·• -
--r- - ------- -- ---- ---
-- - --.-- -- - --,-- ,-- ,- - -- ---- ------- -- -----------
1441 Penangkapan ikan yg 9 X 4 3 2 I 2 .., 4 5 6 7 X 9 Pcningkata.n sarann bcrtg. jwb 7 6 5 ·' _Qcnan_g_k. ikan 
1442 Pcnang.kapan ikan yg Pembinaan & 
- _ !?.t:E~g:J~~-- - 9 8 7 6 5 4 J 2 I 2 J 4 5 6 7 8 9 --~~rda~!_!P:_!!]8St:_ ____ 
----- --· ---· -- -- ----- --- --- ·-- -- -- -- ·- - t--- ---
1443 Pcningkatan sarana Pemhinaan & 
pcmmgk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcndamp. masy. 
1444 Peningkatan sarana Rehabilitasi & 
penangk.j~an 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 ~ .. _ ---~or~ser'Va~i p~sr __ 
·-- -- - . 
- - --- --· 
.. 
·- ·- ----
11145 Pcmbinann & Rehabilitasi & 
pcnd<1mpingan masy. 9 g 7 6 5 4 3 2 I 2 .., 4 5 6 7 8 9 konscrvasi_Qssr j 
1446 Rchahilitasi & Pcnangkapan ikan yg 







1.4.5. Dalam up<1ya pengclolaan sumber daya pcsrsu di Kab. Lumajang, dengan 
mempertimbangkan keterlibata.n pcmda dalam aspck kcpatuhan masyarakat tcrhadap 
l k l k/'l ul l I 'f k I 1 b'l . k d. l 'J? Ill urn, mcnurut 1apa 11 saU( ara, a ternatr mana (ll Jal!_g c r l_Qentmg untu ' 1Uill11 
145I Penangkapan ikan yg Pcningkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ~enang_k. ikrur 
I452 Penangkapan ikan yg Pembinaan & 
1- --·-· - -·----·------~~!gj~b ______ --- 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 ~ _ _ _f.endan~.P.:_mas_y. __ 1- ·-1-1- --r-· --
1453 Pcningkat<1n s<1rana Pcmbinaan & 
pcnangk. _ik'!n 9 8 7 6 5 4 .., 2 1 2 .., 4 5 6 7 8 9 
___ !~~!~_d._a1!1P-.:~,~:>Y.._ ________ .) -~ 
.. --
--- -- - -- --·- ·- ---- ·-- -- ----
1454 Peningkatan sarana Rehabilitasi & 
penanp,k. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 .., 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr .) 
1455 Pembinaan & Rehabilitasi & 
__ ___r_cndamL~an Ill~_:.__- 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 .., 4 5 6 7 8 9 konscrvasi vssr .) 
- -
1456 Rehabilitasi & Penangkapan ikan yg 





1.4.6. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pesrsrr di Kab. Lum~jang, dengan 
mempertimbangkan keterlibntan industd dnlnm aspek kepatuhan masyarakat te•·hadnp 




- - - -
- --- ·-
Penangkap<m ikan yg Penjngkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 penangk. ikan 
1462 Pcnangkapan ikan yg Pembinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
1463 Peningkatan sarana Pembinaan & 
~- __ Q._~naf!g_k:._ _\!;an _____ 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
~~ 
---r- I-- I-- 1-- - 1-- 1--,_ 
1464 Pcningkatan sarana Rchabi litasi & 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
-----
pcnangk. ikan 
-- - - -- \,. ___________ - ·-
~------- - . ·- -·- - -- -·-c- - - r--- - - - -·- --- · 
1465 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pcnuampingan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
1466 Rchahilita"i & Pcnangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berlg. jwb 
I .4. 7. Da1am upaya pcngc1olaan sumbcr day a pCSISJr di Kab. Lumajang, ucngan 
mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspck kcscjahtcraan masyarakat 
pC'SJsn·. menuru t l kib I 1 1 ·r k I I b.l t t k I" bTl )apa · 1 u sam ara, a ternat1 mana ·a 1 yan 6 e 1 1 pen rng un u - ( ram I . 
1471 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 X 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 l) penangk. ikan 
.. 
-
1472 J>cnangkapan ikan yg Pcmbin<tan & 
bcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcndamp: masy. 
·-. 
1473 Peningkatan sarana Pembinaan & 
pcnangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 .., 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. _, 
1474 Pcningkatan sarana Rchuhilitasi & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
1475 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pendampingan mnsy. 9 X 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 l) konservasi pssr 
1476 l~chabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
konscrva.si pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . l.?.<?~_tg . jwb ______ -· 
·--
--- - - - - --· ·---- -- ~-- ·- .. ---·- ---------
1.4.8. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcslslr di Kab. Lumajang, dcngan 
mcmpcrtimbangkan kctcrlibatan pemda dalam aspek kesejahteraan masyarakat pcsisir, 
t b k/b I d I ·r k I I b"l ( I k d. l>"f? menuru apa · 1 u sau am, a lematr mana ·a 1 yang e I.!_ )~1,1.111g ~--~1!!.!__1 _. - - - -----
-1-48-,- , ··------- --·· -- -------·-·--·-· r- ·------· --,-· ---Pcnangkapan ikan yg . Pcningkatan sarana 
hcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
1482 Penangkapan ikan yg Pembinaan & 
bertg. jw_b. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 
______ X~I_l.9~~~£-.. ~nasy._ 
-· - -- --
... 
-




-- --- - -· 
1483 Peningkatan sarana Pembinaan & 
pcmmgk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcndamp. masy. 
1484 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
1--- ___ p~~J__ang~:_i_~an 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 _________ ~or,1~er~vasi p_ssr 





1485 Pcmhinaan & Rchahilitasi & 
pcnuampingan masy . 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9. konscrva'ii essr 
1486 Rehabilitasi & Penangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg. jwb 
1.4.9. Oalam upaya pengelolaan sumber daya pesrsrr di Kab. Lum~jang, dengan 
mempe1timbangkan keterlibatan industri dalam aspck kcsc.iahtcraan masyarakat 













- . ----- -
J4<)J PenaJJgkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 8 7 (j 5 4 3 2 1 2 .., 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan _, 
1492 Pcnangkapan ikan yg Pembinaan & 
bertg. jwb <) g 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masv. 
1493 Peningkatan sarana Pembinaan & 
_______ pe~~gk...: ik'!_n _______ 9 8 7 6 5 4 3J l 2 3 4 5 6 :z 8 9 Pendamp. masY:_ __ 1----------
1494 Pcningkatan sarana Rchabi1itasi & 
f----- 1------ _ p_~n~t~g_hi kan ______ 9 8 7 6 5 4 .., 2 1 2 ... 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr _, _, 1- f-- --
1495 Pembinaan & Rellabilitasi & 
pcndampingan masy. 9 8 7 (j 5 4 .., 2 1 2 3 4 5 (j 7 8 9 konscrvasi pssr _, 
1496 Rchabililasi & Pcnangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 berlg. jwb 
1.4 .1 0. Da1am upaya pcngclolaan sum her daya pcststr di Kah. Lum~jang, dcngan 
mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam asaJek peluang investasi, menurul 
b kJ b I d I .f k I I b ' l k I" bTl apa · t u sau ara, a ternatt mana ·a 1 vang e t 1 pentmg untu · c tam I 
14101 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bet1g. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 pet~angk ikan 
--
.. ... .. ........... -
14102 Jlcnangkopan ikan yg Pcmbinaan & 





14103 Peningkatan sarana Pembinaan & 
pcnangk. iknn 9 8 7 6 5 4 .., 2 1 2 .., 4 5 6 7 8 9 Pcndnmp. masy. _, _, 
14104 I Pcningkalan sarana Rchabilitasi & 
penan~k. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
14105 Pembinaan & Rehabilitasi & 
P~!ldampingat~ masy. __ 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 ?. .. _____ -~Qll~(!t_-y~_i p~s~~-
-- - -- ·- -. 
--
- ... 
Rchahi1itasi & Pcnangkapan ikan yg ~ - ~~ 1~)6 ----~~ns~n~<~si _ps~!:._ _______ 2 !I.?. -~J_i },..?__ _~ l_l _ _!,2_.§_ 7 8 9 _l>er~gjwb ______ 
... .. 
14 . 11. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcststr di Kab. Lumajang, dcngan 
mcmpcrlimbangkan kctcrlibatan pemda dalam aspek peluang investasi, mcnurul 
b k/'b/ I I ·r kl b'J kd' b'J? 
____ aQ~~..!. __ l!_:')_<!_t_~( a~~a _ternat1 __lp_c_;!!.~.:.C'l,...!.l._'~ng ~r..!.. ~J?~ttmg unlu tam I.
--------- -
14111 Pcnangkapan ikan yg Pcningkatan sarana 
bcrlg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
14112 Penangkapan ikan yg Pembinaan & 
bettg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 ~ _______ X~ngatllp. tnasy. 
·-
--
.. . - .. .. ----
l41 13 Peningkatan sarana Pembinaan & 
pcnangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcndamv. masv. 
14114 Pcningkatan sarana Rchabi I i lasi & 




- -- . ·- -- -·- -· - - -- --- . 
.. 
·-- -
14115 Pcmhinaan & Rchahilitasi & 
pcndampingan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrva<;i pssr 
14116 Rehabilitasi & Pemmgkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg. jwb 
1.4.12. Dalam upaya pengelolaan sumber daya peststr di Kab. Lum<Uang, dengan 
mempettimbangkan keterlibatan industri dalam aspek peluang investasi, menurut 




-- -- - -
. . 
- -- -- -~- - ---- - - ·- ·-· 
14121 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 _Q_cnar!B_k. ikan 
14122 Pcnangkapan ikan yg Pembinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
14123 Peningkatan sanma Pembinaan & 
9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 
---
________ _p~na.n_g_!.;..J_kan ____ 
--
Pendamp. mas~. 
14124 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-----
_____ j)£!!angk. ikan konservasi ~sr 
-
14125 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pendampingan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
14126 Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ber!"&Jwb 
1.4 .13. Dalam upaya pcngc1olaan sumbcr daya pcststr di Kah. Lum~jang, dcngan 
mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspck kctcrscdiaan lahan pcsisir-, 
menu rut b klbl d I ·r akl lb.l kd . bT? apa · 1 u sau ara, a ternat1 man ·a 1 ang e 1 1 pentmg_ untu · Ialll I 
14131 Penangkapan ikan yg Pening.katan sarana 
bert g. jwb 9 8 7 () 5 4 3 2 I 2 3 4 5 () 7 8 l) pcnangk. ikan 
14 1:'2 Pcnangkapan ikan yg Pcmbinaan & 
hcrtg. jwh 9 8 7 6 5 4 ..., 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 -~ 
··- -· --
_____ _!>cn~~n-~p ._ !l!~~X.:. 
-- ----- -
J41:n Penin~atan sarana Pembinaan & 
pcnangk. ikan 9 8 7 6 5 4 ..., 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcndan:t.£. ma~. 
·' 
14134 Pcningkatan sarana RchahiliLasi & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 ..., 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi _pssr .) 
14D5 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pendampingan mnsy. q 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 g 9 . ____ kC!_n~_er~a~i ps~r_ 
-
.. 
-. - -·· ·- - -·- - -- - -· -
.. 
·--
14136 Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
__ _ ~l)ll~'>£!vasi pssr ~9 I~ 7 6 5 4 3 L2 1 2 3 ... ~. ~,§. _?_~_,_2.~---~_£~tg._lwl~ --------
---- - -- - -
.L - I__. ----
I .4.14. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcsrstr di Kab. Lumajang, dcngan 
mcmpcrtimbangkan kctcrlibatan pemda dalam aspek ketersediaan lahan pesisir, 
---
mcnurul bapak/ibu/saudara, aiLcmati f manakah xang lcbih pen Ling unluk diamhil? 
-- -- -- --- 91~ -- . -- --- - ·-- - · -- ··- - --~---- ------ -- --- ·• ·-·--· -14141 Pcnangkapan ikrut yg Peni ngkatan saran a bcrtg. jwh 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 _Qcnar!B_k. ikan 
14142 Pcnangkapan ikmt yg Pcmbinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 PendantQ: ma~. 
14143 Peningkatan sarana Pembinaan & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 ] 4 5 6 7 8 9 ______ r_~ndamp. t~rasx. _____ . 
- -
14144 J>cningkatan sarana Rchahilitasi & 




14145 Pembinaru1 & Rehabilitasi & 
pcndampingan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
14146 Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
konscrvasi pssr <) 8 7 6 5 4 3 2 I 2 J 4 5 6 7 8 9 ber!& iwb 
1.4.15. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcststr di Kab. Lumajang, dcngan 
mempertimbangkan keterlibatan industri dalam aspck kctcrscdiaan lahan pcsisir, 
menurut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambil? 
Ll-9 
·--
------- ------------ ·- ----- -·- ---- --- ----------- --- -- -- ,------,- , -- -- - r - r·- - ,- -------------------------
14151 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 s 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 s 9 jJcnan_gk. ikan 
14152 Pcnangkapan ikan yg Pcmbinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 ..., 4 5 6 7 8 9 PendamQ. masy. .) 
14153 Pcningkatan sarana Pembinaan & 




-- r-,_ ,_ 
14154 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
______ e_cna!~g~. ika!l_ ______ 9 8 7 6 5 4 ..., 2 I 2 ..., 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr __ 
-' -' ------ 1- - 1--- r-r- - - ,_ -- --
14155 Pembinaan & 
pcndamping,an masy. 9 s 7 G 5 4 .., 2 1 2 ..., 4 5 _, _, 
14156 Rchabilitasi & 
konservasi pssr y 8 7 6 5 4 3 2 l 2 .., 4 5 .) 
1.4 .16. Dalam upaya pcngclolaan sum her day a pcststr 





7 8 9 konscrvasi pssr 
Pcmmgkapan ikan yg 
7 8 9 bettg. jwb 
di Kab. Lum~jang, 
aspek proses erosi, 
dcngan 
111 en u rut 
l k ' b / I I ·r kl lb 'l k (' b' l? n1pa ·, 1 u sau( ma, a ternat1 mana ·a 1 yang e 1 1 pentmg untu · (ram I 
1416 I Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bettg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 
-. 
I 2 3 4 5 6 7 8 9 penangk. ikan 
14162 Pcnangkapan ikan yg Pcmbinaan & 
__ bct:tg. j~vb_ _ ____ 9 8 7 S>- 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 r--_E_cnd~t_!lp_:_!lla~L-__ ·- ·--- -+ - 1- --
14163 Peningkatan sarana Pembinaan & 
pcnangk. ikan 9 s 7 6 5 4 3 2 1 2 .., 4 5 6 7 8 9 Pcndatl!£. ma~ _, 
14164 Pcningkatan sarana Rchahilitasi & 
penangk. ikan y 8 7 6 5 4 .., 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi _Q_ssr .) 
141 (i5 Pembinaan & Rehabilitasi & 
9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 
- ---




---· -- --· --
______ _!C?_t~s_e_!vasi _ p_s~· -
---·-
L~4 166 Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
I konscrvasi pssr _ 9 8 7 6 5 4 .., 2 1 2 ..., 4 5 6 7 8 9 ____ b~rtg. jwb _ __ 
-' -' --- -- ... -- -- - - - -- - ..•. -- ---
1.4 .17. Dlllam upaya pcngdolaan sumbcr daya pcststr di Kab. Lumajang, dcngan 
mcnurut mcmpcrtimbangkan kctcrlibatan pemda dalam aspek proses erosi, 
l k/b I d 1 . f k I I b'l k d. b'1? 
. -
?a.l?a · __ , u_ sm_1_ iJ~''!-.. '!_l~!!!~_l__llla!_)a:a _1 v~r!g _!E ~ !_P~Ill]ng ~]1_1!1 __ _r_ar!!_ .!__ :.__ .... 
- -----:t~-~Pcnangkapan ;kan yg Pcningkatan sarana hcrtg. jwh 9 8 7 6 5 4 3 2 I 7 .., 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan - _, 
Penangkapan ikar1 yg Pembinaan & 
be_I!g . .i'Yb_ _ _ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 --~~!~_a!~P· !l~~Y· -
--
-
- -- -- -- - . ·- -- -
14 I 7. Pen 1 ngkalnn sarru1n Pembinann & 
pcnangk. ikan <) 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 s <) Pcndamp. masy. 
14174 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 









14175 Pcmbinaan & Rchahi1itasi & 
pcndwnpingan mas~. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
14176 Rehabilitasi & Penangkapru1 ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 ber!g_. jwb 
1.4.18. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pes1s1r di Kab. Lum~jang, 
mempe1timbangkan keterlibatan indust.-i dalam aspek proses erosi, 








14181 Penangkapan ikan yg Peningkatatl sru·ruta 
hcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
14 182 Pcnangkapan ikan yg Pcmbinaan & 
bertg. jwb <) 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
14183 Peningkatan sarana Pembinaan & 
_ R~_!1-~~gk~.!1~n ____ ·-- 9 8 7 6 5 4 1. 11 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendan:p:J11as~-· _____ ·----- --·- --- ·- - -- - --
14184 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
_Qcnangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi ~r 
--------· 
------ ------ ---------- --1-- - --1--1-- .,_ 
14185 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pcndampingan masv. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
14186 Rchabi1itasi & Penangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg. jwb 
1.4 .19. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcsJSir di Kah. Lumajang, dcngan 









mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam 
b k/'b I d I ·r k I I b'l k d' b'J') apa · 1 u sau ara, a ternat1 mana ·a 1 ang e 11 pentmg untu · IUI11 I 
Penang.kapan ikan yg Peningkatan sarana 
bert g. jwb I) 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 I) penangk . ikan 
Pcnangkapan ibn yg Pcmbinaan & 
b_crtgj'_~b 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ______ _R_~tl~l~l~p_. _lll~~)' ~ _ . .... _ 
- --·------ --- --
Pening.katan sarana Pembinaan & 
pcnangk. ikan 9 8 7 G 5 4 ,.., 2 I 2 3 4 5 G 7 8 9 Pendamp. masy. _, 
Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
penrutgk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 ] 2 .., 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr _, 
Pembinaan & Rehabilitasi & 
pendampingnn masy. 9 g 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 I) konservnsi pssr 
Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 




Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcs1s1r di Kab. Lumajang, dcngan 
mcmpcrtimbang.kan kctcrlibatan pemda dalam aspek pencemaran, mcnurut 
_ bap_a!-/ i_b_u{s~~<!a~:~-.. 9l~~E'~~ti f ll~_<l~!ak_al!._ _3.lng~~-l!_P~!l~~ng~J!_u~ _<!i.ru._nbil? __ .. ________ _ 
14201 Pcnangkapan ikan yg Pcningkatan sarana 
hcrtg. jwb C) 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ik:m 
14202 Penangkapan ikru1 yg 
_ .. bert g. jwb_ ....... ___ _ 
l4203 Pcningkatan snrana 
________ pcnangk . ikan 
14204 Pcningkatan sarana 
14205 
14206 






9 8 7 G 5 4 3 2 I 2 3 4 5 G 7 8 9 ___ P.~!~<!'!J!lP.:.._I!~~Y:--.--
9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 
·---1-- --
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 
Pembinaan & 





Penrutgkapc:UJ ikan yg 
9 8 7 G 5 4 3 2 I 2 3 4 5 G 7 8 9 bertg. jwb L -- -- -- - ....... _ ·- - .. .. ----.. ·-· ·--- ..... . . ........ - .. --
1.4.21. Dalam upaya pengelolaan swnber daya pes1s1r di Kab. Lumajang, 
mempe1timbangkan keterlibatan industri dalam aspck J>Cnccmaran, 







. . .. 
- -· 
-
- -- - -· ·- . - - - -
-·- - --- ---------·-- ---- -----
14211 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
14212 Pcnangkapan ikan yg Pembinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
14213 Peningkatan sarana Pembinaan & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
1--14214 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
__ p~1a!1g~~n __ 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
---· ---- ·--- r---·- ----- ···----·-
14215 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pcn<.lam pi ngan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
14216 Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg. jwb 
1.4.22. Dalam upaya pcngelolaan sumher daya pesisir di Kab. Lumajang, dcngan 
mcmpertimbangkan kcterlibatan masyarakat dalam as1•ck 1•cndidikan, menurut 
b kf' b I I k k I I b I k d b ·1 'apa · 1 u sauc ara, aspe · mana ·a 1 yan6 e 1 1 pentm • untu · tam I·. 
14221 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
be11g. jwb_. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 penangk. ikan 
-. 
- . --- . 
14222 Pcnangkapan ikan yg Pcrnbinaan & 
bcr!g. j\\~b __ 9 8 7 6 5 4 ..., 1 1 ~ 3 4 5 6 7 8 9 __ Pend~J~!!_l~sy. ____ .l - . . . ·- ----- f-- ! -
14223 Peningkatan sarana Pembinaan & 
pcnangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 ..., 4 5 6 7 8 9 Pcndamp. masy. _., 
1422tl Pl:ningkat:m sarana Rchahilitasi & 
pcnangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
14225 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pcndampingan nwsy. 9 X 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvnsi pssr 
14226 Rchahi litasi & Pcnangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 ______ . ~crtg. jwb 
.. _ 
-·--
- -- . ·- ·- -· 
. ··-
1.4.23. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcststr di Kab. Lumajang, dcngan 
aspek pendidikan, mcnurut mcmpcrtimbangkan kctcrlibatan pemda dalam 
b ak/' b I d l . f k I I b ·1 a1), · 1 u sau ara, a ternat1 mana ' a 1 vang e 1 pentmg untu k d" b"l? tam I 
14231 Pcnangkapan ikan yg Pcningkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
14232 Penangkapan ikan yg Pembinaan & 
bet1g. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 .. . ____ fe~l9<!1l1P· m~sy. 
. . .. 
14233 Peningkatan snrann Pembinnan & 
pcnar~gk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcndamp. masy. 
14234 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
14235 Pcmhinaan & Rchahilitasi & 
pcndatn~gan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
14236 Rchnbilitasi & Penangkapan ikan yg 
'------ -----~~l_l~e_t:Vasi ps~ ____ 2 ~ 7 6 54 3 ~J...22 .:!.2,.Q.. ?..~_,2. -------~~!g.:. .i~-~ -------
1.4.24. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pesJslr di Kab. Lum~jang, 
mempe11imbangkan keterlibatan industri dalam aspek pendidikan, 





-- -- -· - - - -- ---· - ,-- -- --·--·- ,.- ·- ·-- -- ·------- ·-----·---··-·- · 
14241 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bc1tg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
14242 Pcnangkapan ikan yg Pcmhinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
14243 Pen ingkatan saran a Pembinaan & 
___ penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
14244 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
9 8 7 6 5 4 " 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
·' -·--·- --- --· .•. p_<.:_!~~_!'lgh__~-~~- ------ 1-- 1-- konservasi pss!:_ __ - -- -- -
14245 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pcndampingan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 .., 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr _, 
14246 Rchabilita->i & Pcnangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg. jwb 
1.4 .25 . Dalam upaya pcngclo1aan sumbcr day a pcsisir di Kab. Lumajang, dcngan 
mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspck pcrilaku masyarakat pcsisir, 
menu rut b k/'b/ I I ·r kl lb 'l . kd. bTl apa · 1 u saliC ant a ternat1 mana a 1' ang c 1 1 penllng untu · IUill I.
14251 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
ber1g_. j':"b _ l) X 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 X I] _______ pe~~~~~g~_. _j_~~~~ 
-
- -·- -·- - - --. ·-· -
14252 Pcnangkap<1n ikan yg Pcmbinaan & 
bcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 "' 2 I 2 "' 4 5 6 7 8 2_ __ ~~-~1da~l1J)_. ~t1_asy : ______ 
-' 
·' -- - -- - - --
l4253 Pen i ngkatan saran a Pembinaru1 & 
pcrwn~k. ikan 9 8 7 6 5 4 " 2 I 2 "" 4 5 6 7 8 9 Pcndamp. masy. _, _, 
1425<1 Pcningkalan sarana Rchuhilitasi & 
penangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
14255 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pendamping:m masy. __ l) X 7 () 5 4 3 2 I 2 3 4 5 (> 7 X 9 __};~ns~!:ya_~i pss1~ _ 





14256 Rchabilitasi & J>cnangkapan ikan yg 
. konscrvasi pssr 9 8 7 6 5 4 " 2 I 2 "' 4 5 6 7 8 9 hcrtg. jwb 
·' 
.) 
-- - -·- -- -· -
·-· -- . ... 
1.4.26. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcststr di Kab. Lumajang, dcngan 
mcmpcrtimbangkan kctcrlibalan pemda dalam aspek pcrilaku masyarakat pcsisir, 
menu rut bapak/ibu/saudara, alternati f mmmkah yang Iebih penting untuk diambil? 
- -- -- --
·· - -··-
·- -· - - -·-- - ·- .- ------------ ·--·--- · --·--
14261 Pcnangkapan ikanyg Pcningkatan sarana 
hcrtg. jwh <) 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
14262 Penangkapan ikm1 yg Pembinaan & 
be11g. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
14 26:; Pen i ngkatan sarann Pembinaan & 
______ p_cmmgk. ikan ___ 9 8 7 6 5 4 " 2 I 2 3 4 5 6 7 X 9 Pcndamp. masy. 
·' 1426<1 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
9 s 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 
-- ---- -· -· 
p~nang_~: ikan 
-· -
··--- __!~:911S_~I~-~~j_2.~'5J· _ ____ 
.. ·-
--- -- -·- -- - -
14265 Pcmbinaan & Rchabilitasi & 
pcndampingan masy. <) 8 7 6 5 4 "" 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr _, 
14266 Rehabilitasi & Penangkapan ikan yg 
_ k_on~eJ-vi!_si ps_sr 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 ------~~I!g.:. .i~!:>- ------ -·- - -- - --
---·--- ·-·- -- --
-- --·- -
t_. ________ --- ,_-
1.4 .27. Dalam upaya pengelolaan sumber daya pes1str di Kab. Lumajang, dengan 
mempettimbangkan keterlibata11 industri dalam aspck pcrilaku masyarakat pcsisir, 
menu rut bapak/ibu/saudara, alternatif manakah yang lebih penting untuk diambi I? 
Lt-13 





14271 Pcnangkapan ikan yg Peningkalrut sru·ana 
bcttg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
14272 Pcnangkapan ikan yg Pcmbinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
14273 Peningkatan sarana Pembinarut & 
______ p_e.!_lang~ ._ikl!_f!. ____ 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 PendamQ. masy. 
-----
- r-- - --1-- -- --
14274 Pcningkatan sarana Rchahilitasi & 
_Q_cnangk. ik~ 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
--
14275 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pcndarnpi ngan masy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
14276 Rchabilitasi & Penangkapan ikan yg 
konservasi ~ssr 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg. jwb 
1.4 .28. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr daya pcststr di Kab. Lumajang, dcngan 
mempertimbangkan keterlibatan masyarakat dalam aspck kclompok ctnik bcragam, 
menuru t b k'b I I I ·r k I I b'l t t k d. bT~ apa ., , u sau<. ara, a ternatt mana ·a 1 ang e 1 1 pen mg_un u tam I . 
14281 Penangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bcrtg. jwb 9 X 7 6 5 4 ~ 2 I 2 ~ 4 5 6 7 X 9 
_ -·- p(!nc~t~gk. ikan 
-- --
14282 Pcmmgkapan ikan yg Pcmbinaan & 
bcrtg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcndamp. masy. 
14283 Peningkatan sarana Pembinaan & 
pcnangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pcndamp. masy. 
14284 Pcning.kat;m sarana Rchabilitasi & 
penangk. ikru1 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konservasi pssr 
14285 Pembinaan & Rehabilitasi & 
pcndampingnn mnsy. 9 X 7 6 5 tl J 2 I 2 J 4 5 6 7 X 9 konscrvasi pssr 
14286 Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
konscrvasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bcrtg. jwb 
1.4 .29. Dalam upaya pcngclolaan sumbcr day a pcststr di Kab. Lumajang, dcngan 
mcmpcrlimbangkan kctcrlibatan pcmda dalam aspck kelompok etnik beragam, mcnurul 
b kl'b l d 1 ·r kl Jb'l · kd. b'J? e tam I.
---~--· 
_ ~Q~·- • __ u_ smi_Jlt~! i!Jen~att mana a 1 vru1g 
--
t 1 pentmg mllu 
,..- -----
14291 Pcnangkapan ikan yg Peningkatan sarana 
bcrtg. jwh 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pcna.ngk. ikan 
14292 Penangkapru1 ikan yg Pembinaan & 
. _bef!g. jwb ___________ 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1--i..~~l_dat!IP·_ ma~Y._:_ ___ 
--
- --
-- -- . I- 1-- t-
14293 Peningkatan sarana Pembi.naru1 & 
pcnangk. ikan 9 8 7 6 s 4 _., 2 I 2 _., 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
·' ·' 14294 Pcning.kalan sarana Rchabilitasi & 
9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 
-~---- ·-
penan~. ikan _ . ___ -~gnse~~~i_pssr_ 
-- -- ~ - -- -- ·- - - --- ---- -· 
14295 Pcmbinaan & Rchabilitasi & 
pcnJampingan masy, 9 8 7 6 5 4 ., 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr , 
142% Rehabilitasi & Penangkapan ikan yg 
-







1.4.30. Dalam upaya pengelolaan sumber daya peststr di Kab. Lumajang, dengan 
mempettimbangkan keterlibatrut industri dalam aspck kclomt>ok ctnik bcragam, 




- -·*- -- ---------- --- -- ---- -- -r-r-~- -- ·------- -----
14301 Penang,kapru1 ikru1 yg Peningkatan smru1a 
bcr1g. jwh 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 pcnangk. ikan 
-
14302 Pcnangkapan ikan yg Pcmbinaan & 
bertg. jwb 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendamp. masy. 
14303 Peningkatan smru1a Pembinaan & 
genangk. ikan 9 8 7 6 5 4 3 2 l 2 3 4 5 6 7 8 9 Pendrunp. mas_y. 
14304 Pcningkatan sarana Rchabilitasi & 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
-----
pc~. ikan 
-------·- - ----- ,- -
konservasi pssr 
14305 Pembinaru1 & Rehabilitasi & 
pcndampingan rnasy. 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 konscrvasi pssr 
14306 Rchabilitasi & Pcnangkapan ikan yg 
konservasi pssr 9 8 7 6 5 4 3 2 I 2 3 4 5 6 7 8 9 bertg. jwb 
C. Potensi dan Masalah di Wilayah Pesisir Lumajang 
Scpcngctahuru1 anda, potensi apa saja yang ada di wilayah pesisir Lumajang? 
(l'i/ih/ah Ya . Tic/ak den)!,anmelinf{kari Y I T dan berilah urutan pada tanda /wrung f. . . /) 
Y I T[ ... . j Perikanan. sebutkan ..... oooo· · · ·oooo •• oo •• ••••••••• oooo•oo···oooo · ··oo ···· · oo····oooo · · ········ · ········· · ····oo •oooo•· · 
'{ I T l J Pm·iwisata., scbutkan .ooooooooooooo oooo oooo oooooo oooooooo ooooooooOOoooooooooooo •• oo oooooo oooo••oooooooooo OOOOooOOOOOOOO OOO 
Y I T[ . ... j Pcrtanian, scbutkru1 ooooooooooooooooooooooooOOoooooooooooooooooo oooooooo oooooooooooooooooooooooooooooooooooOOoooooooo.ooooo 
Y I T 1 .. .. 1 Kehutanan, sebutkan 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 00 00.00 00 00 00 . 00 00.00 0000 00 00 00 00 00.00 .. . 00 00 00. 
Y I T f .... 1 lndust:ri Kecil, sebutkan oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 
Y I T[ . . .. J Ketenagaketjaan. sebutkan OOoooooooooooooooooo oo oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo . 
Y I T[ .... j Pctcmakan. schutkan OOoOOooooo· oo oooooo· ... oooooooooo oooo ooooooooo ooo oo oo oooo ... ... ................ .... oooo ......... ... . 
Y I T [ .... j Lainnya. Schutkan ...................................... .. .................. .. 00 ...................................... 00 00 
2 Masalah atau kcsulitan apa saja yang scring anda hadapi di wilayah pcsisir Lumajang? 
(f>ilihlah Ya .· Tidak dengan melingkari Y / T dan berilah urutan pada tanda kurung f. .. _/) 
'{ I T f . ... 1 .!alan darat 
Y I T 1 .... 1 Rcndalmya kualitas SDM 
Y I T[ . ... J Fasilitas pcndidikan, scbutkan : ...... .... ........ .. ................ oo ...... oooooo· oooooooo .. oooooOoooooooooooo 
Y I T 1 .... 1 Air bersih 
\' I T f . ... 1 I..::nergi listrik 
Y I T[ .. . . 1 Alat tru1gkap perikru1ru1 
Y I T[ . ... j Sru·ana & prasarana pariwisata 
Y I T 1 .... J Sarana & prast~rt~nt~ hihurt~n 
Y I T [. . . . J Kcamauan 
Y I T[ ... . ] Tclckomunikasi-lnfonnasi 
Y I T f .. .. 1 Fasilitas kesehatan 
Y I T[ .... 1 Pcng,clolaau SDA bclum optimal 
Y I T[ . .. . j Scktor pcrikauan masih tcrgru1Lung pada musim, & laiunya: oooooooooooooo oooooooo ooooOOOOoo OO 
Y I T[ .... J Kcbutuhan modal kcrja 
Y I T 1 .... 1 Ketenagake1jarul 
Y I T [ .... 1 Lainnya. sebutkru1oo .. 00 00 ... 
:l Scbutkan saran-saran anda untuk peningkatan kescjahteraan masyarakat pesisir ini dan untuk 
mengatasi masalah yang sering ru1da hadapi! 
Ll-15 
Terimakasih atas waktu yang telah anda sediakan dan informasi yang anda berikan. Kami 
menjamin kerahasiaan infom1asi anda dan semoga berguna bagi perbaikan kesejahteraan 
pcnduduk di wilayah pcsisir Kabupaten Lumajang. 
Lw11ajang, .... ... .. ....... ... ......... . . 
( ......... . . . ... .. ... . . ......... ) ( ..... .. .. ..... . ....... ..... ... . ) 




Tabel 1 Distribusi Pembagian Responden 
No. Pelaku Jumlah Keterangan 
Respond en ... 
1. Masyarakat • Kec. Y osowilangun 25 Usia 20-60 tahun 
• Kec. Pasirian 23 
• Kec. Tempursari 23 
2. Pemerintah • Dinas Kelautan 3 
• Bappekab (Pemda) 1 
• LEPP M3 I 
• Kantor Kecamatan 10 
• Kantor Desa 8 
3. lndustri • Pertambakan 3 
,__Total Jumlah Reseondcn 97 
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Yosowilangun Tempursari Pasirian 
Kecamatan 
















































Kantor Desa Wotgalih 
Kantor Desa Selok Awar-Awar 
Kantor Desa Gondoruso 
Kantor Desa Bades 
Kantor Desa Selok Anyar 
Kantor Desa Bago 
Kantor Oesa Bulurejo 
Kantor Desa Tegalrejo 
Bappekab 
Dinas Kelautan & Perikanan 
Dinas Kelautan & Perikanan 
Dinas Kelautan & Perikanan 
LEPP M3 
lnstansi 
PT. Triwindu Kencana Sraya 




Tomi lndra S. 
Abdul Rosyid 
























Alamat Kantor Kelamin Umur Jabatan 
Yosowilangun p 35 Sekretaris Kecamatan 
Yosowilangun p 33 Koord. Statistik Kecamatan 
Pantai Selatan 83 p 50 Staff Kantor Kecamatan 
Raya Pasirian no. 1 p 45 Kasi Pemberdayaan Masyarakat 
Raya Pasirian no. 1 p 48 Sekretaris Kecamatan 
Raya Pasirian no. 1 p 37 Staff Kantor Kecamatan 
Raya Tempursari no. 6 p 57 Sekretaris Kecamatan 
Raya Tempursari no. 7 p 23 Staf Kantor Kecamatan 
Raya Tempursari no. 8 p 35 Stat Kantor Kecamatan 
Kecamatan Kunir p 50 Staff Kantor Kecamatan 
Pantai Selatan 83 p 25 Staf Desa 
Selok Awar-Awar p 37 Staf Desa 
Semeru 9, Donoruso-Gdruso w 21 Kaur Umum 
Bades p 48 Kades 
Selok Anyar p - Stat Desa 
Sago p - Kaur Umum 
Bulurejo p - Staf Desa 
Tegalrejo p - Kaur Umum 
Alun-alun utara no. 7 lmj p 31 Staff Bappekab 
PB. Sudirman lmj p 33 Staff Dinas Kelautari 
PB. Sudirman lmj p 42 Petugas T eknis La_2angan 
PB. Sudirman lmj p 40 Staff Dinas Kelautan 
T egalrejo gang 5 p 45 Stat Bagian Penampungan lkan 
Alamat Kantor Kelamin Umur Jabatan 
Yosowilangun p 39 Manajer 
Yosowilangun p 40 Staff PT. Triwindu 
Yosowilangun p - Staff PT. Triwindu 
, 
M k asyara at 
No Kecamatan Mata Pencaharlan Kelamln Umur Alamat 
1 ~osowilangun Nelayan p 25 Meleman, RT 1, RW 5 
2 yosowilangun ~elayan p 44 Meteman RT 2 RW 5 
3 yosowilangun ~elayan p 36 Meleman, RT 4 RW 5 
4 yosowilangun !Nelayan p 36 Meleman R-T 1 RW 3 
5 ~osowilangun Nelayan p 21 Meleman RT 4 RW 5 
6 yosowilangun Nelayan p 21 Meleman RT 6 RW 5 
7 yosowilangun Nelayan p 37 Meleman RT 6 RW 5 
8 yosowilangun Nelayan p 29 Meleman, RT 9 RW 2 
9 yosowilangun Nelavan p 42 Meleman RT 4 RW 5 
10 yosowilangun Nelayan p 28 Meleman, RT 6, RW 5 
11 yosowilangun Swasta p 30 Wotgalih RT 7 RW2 
12 yosowilangun Tokoh Masyarakat p 45 Tal Sewu RT 2 RW 6 
13 ~osowilangun Swasta p 36 Meleman RT 2 RW 5 
14 ~osowilangun Nelayan p 45 Meleman RT 4, RW 5 
15 ~osowilangun Nelayan p 33 Meleman RT 9 RW 5 
16 yosowilangun Swasta p 29 Meleman RT 4 RW 5 
17 yosowilangun Nelayan p 29 Meleman RT 9 RW 3 
18 yosowilangun Nelayan p 35 Meleman RT 4 RW 6 
19 yosowilangun Netayan p 35 Meleman RT 6 RW 6 
20 yosowilangun iSwasta p 42 Wotgalih, RT 7, RW3 
21 yosowilangun ~okoh Masyarakat p 29 ~at Sewu RT 2 RW 7 
22 tyosowilangun ISwasta p 35 Meleman RT 2 RW 6 
23 ~osowilangun Netayan p 30 Meleman RT 4 RW 6 
24 tyosowilangun Swasta p 25 Meleman RT 2 RW 7 
25 yosowilangun Netayan p 20 Meleman RT 4, RW 7 
26 pas irian Nelayan p 51 ~ades 
27 pasirian Nelayan p 21 Bades 
28 pasirian Nelayan p 20 Bades 
29 pasirian Nelayan p 57 Bades 
30 pas irian ~elayan p 30 ~ades 
31 pasirian Nelayan p 35 ~ades 
32 pasirian Netayan p 35 iBades 
33 pas irian INelayan p 25 iBades 
34 pasirian Ketua Klmpk Nelayan Bades p 35 ~a des 
35 pas irian Nelayan p 57 Bades 
36 pasirian Nelayan p 37 aades 
37 pasirian Nelayan p 35 lselok Awar-Awar 
38 pasirian Ketua Klmpk Nelayan Selok Awar2 p 40 ISelok Awar-Awar 
39 pasirian Nelayan p 57 Bago 
40 pasirian Nelayan p 23 Is ago 
41 pasirian Nelayan p 35 Bago 
42 Pasirian Nelayan p 45 SelokAnyar 
43 pasirian Nelayan p 40 Selok Anyar · .. 
44 pasirian Nelayan p 40 SelokAnyar 
45 pasirian Nelayan p 30 [Gondoruso 
46 pasirian Nelayan p 32 Gondoruso 
47 lpasirian Ketua Klmpk Nelayan Gondoruso p 25 ~ondoruso 
L3- 2 
No Kecamatan Mata Pencaharlan Kelamln Umur Ala mat 
48 pasirian Nelayan p 45 ~ondoruso .. 
49 empursari Ketua Klmpk Nelavan Bulurelo p 57 Bulurejo 
50 empursari Nelayan p 23 aulurejo 
51 empursari Netayan p 35 lrempursari 
52 tempursarl Nelavan p 45 ITempursarl 
53 empursari Nelayan p 40 Karangmenjangan Bulurejo 
54 empursarl Nelayan p 40 karangmenjangan Bulurejo 
55 empursari ~elayan p 30 Karangmenjangan Bulurejo 
56 empursari Nelayan p 32 l<aranameniangan Bulurejo 
57 empursari Nelayan p 25 lt<aranamenianaan Bulureio 
58 ltempursari Nelayan p 45 ~ulurejo 
59 empursari Nelayan p 35 aulurejo 
60 empursari [Ketua Klmpk Nelayan Tegalrejo p 35 lfegalreio 
61 empursari Nelavan p 40 Tegalrejo 
62 empursari Nelayan p 35 Tegalrejo 
63 empursari Nelayan p 40 Tegalrejo 
64 empursari Nelayan p 33 Bulurejo 
65 empursari ~elayan p 42 Bulureio 
66 empursari Nelayan p 31 Tempursari 
67 empursari Netayan p 50 Tempursari 
68 empursari Nelayan p 40 Karangmenjangan, Bulurejo 
69 empursari Nelayan p 40 Karangmenjang_an Bulureio 
70 empursari Nelayan p 50 Karangmenjangan Bulurejo 





Nilai Perbandingan Berpasangan 
Tabel 1 Nilai Perbandingan Berpasangan antara Bidang Pengelolaan Sumber daya 
No Bidang Nilai Rata-Rata Geometrik .. 
Mas_yarakat Pemda lndustri 
l Hukum-Ekonomi 1.0 1.2 1.5 
2 Hukum-Lingkungan 1.0 1.0 1.0 
3 Hukum-Sosial 1.0 1.0 1.0 
4 Ekonomi-Lingkungan 1.2 1.4 1.0 
5 Ekonomi-Sosial 1.1 l.l 1.0 
6 Lingkungan-Sosial 1.1 1.4 1.0 
(sumber: hasil pengolahan) 
Tabel 2 Nilai Perbandingan Berpasangan antara Kriteria Pengelolaan Sumber daya 
Berdasarkan Bidang Hukum 
No .Kriteria Nilai Rata-Rata Geometrik 
Masyarakat I Pemda J Industri 
I Kebijakan-Kepatuhan 1.0 I 1.0 l 1.2 
(sumber: hasil pengolahan) 
Tabel 3 Nilai Perbandingan Berpasangan antara Kriteria Pengelolaan Sumber daya 
Berdasarkan Bidang Ekonomi 
No Kriteria Nilai Rata-Rata Geometrik 
Masyarakat J Pemda l Industri 
1 Kesejahteraan-lnvestasi 2.4 I 1.7 l 1.0 
(sumber: ha.~il pengolahan) 
Tabel 4 Nilai Perbandingan Berpasangan antara Kriteria Pengelolaan Sumber daya 
Berdasarkan Bidang Lingkungan 
No Kriteria Nilai Rata-Rata Geometrik 
Masyarakat Pemda Industri 
1 Lahan-Erosi l.O 1.0 1.0 
2 Lahan-Pencemaran 1.0 1.0 1.0 
3 Erosi-Pencemaran 1.0 1.1 1.0 
(sumber: hasil pengolahan) 
L4-1 
Tabel 5 Nilai Perbandingan Berpasangan antara Kriteria Pengelolaan Sumber daya 
Berdasarkan Bidang Sosial 
---
No K1itcria Nilai Rata-Rata Gcometrik 
_ Masyarakat Pemda Industr!...__ 
---- ---------- - ------- ----- -
1 Penddkn-Pcrilaku 1.1 1.0 1.0 
2 Pnddkn-Etn ik 2.3 2.4 1.0 
" Perilaku-Etnik 2.1 2.4 2.1 .) 
(~umber: hasi/ pengolahan) 
Tabcl 6 Nilai Perbandingan I3erpasangan an tara Altematif Pengelolaan Sumbcr daya 
Bcrdasarkan i\spck Kcbijakan Pcmcrintah 
No Bidang Nilai Rata-Rata Gcomctrik 
__ Masyara~!__ Pemda lndustri 
-
- - --- -- - - --·---------- --------· 
1 Penangkapan-Sarana 1 1.0 1.0 
2 Pcnangkapan-Pcm hi naan 1 1.0 1.0 
} Penangkapan-Rehabi I itasi I 1.0 l.8 




4 Saran a- Pcm hinaan 1.1 1.0 L1 
5 Saran a- Rehabi litasi 1.3 1.0 1.2 
---
6 Pcmbinaan-Rchabilitasi 2.2 1.0 1.0 
(mmber: lwsil pengo/alum) 
Tabcl 7 Nilai Pcrbandingan Bcrpasangan antara Altematif Pengclolaan Sumbcr daya 
Bcrdasarkan Aspck Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum 
No Bida11g Nilai Rata-Rata Gcomctrik 
Masyarakat Pcmda Industri 
_ ----~-C_I!~_!g~_ap_~I~-:_~-~·an~--- ____ 1:_2 _____ ______ L~---- ____ L!_ __ _ 
__ _2 _ _ _fenangkaf>an-P~mbinaan l 1 1 
_ l ____ Penail~an-Rehabilitasi 2 1. 1 ___ 1_.2 __ 
4 Sarana-Pcmbinaan 1 1 
5 Saraita-Rehabilitasi J 
--------- ---------------~--- --
6 _ -~~~:n bi~~n_:Rc~~-iJ_i~~i ______ )_ :~------ ____ _____!2 ___________ 1. 3 ____ _ 
(wmher: ha.~il pengolahan) 
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Tabel 8 Nilai Perbandingan Berpasangan antara AlternatifPengelolaan Sumber daya 
Berdasarkan Aspek Kesejahteraan Masyarakat 
~-~-~ 
- - -- - ----·--------- ·-- ----· 
------------------
--
Nilai Rata-Rata Geometrik .. No l3idang --- ------
_ _M~arak~ _ Pemda Tndustti 
------- - ·---- ------------ --------- -----
1 Penangkapan-Sarana 1 ] 1 
2 Pcnangkapan-Pcmbinaan I I I 
" 
_ ~c_!l~g~_ap_an::~chl:l_l?i!i!_l:l~L _ 1 1 1 _) 
-- ------------ ---------- ---------
4 Sarana-1 >em binaan 1.1 1.3 1.2 
5 Sarana-Rehabilitasi 1.5 1.1 1 
6 Pcm hinaan-Rchahi 1 i Lasi 1.1 1.1 1 
(-'>·umber: hasil pengo/alum) 
Tabd 9 Nilai Pcrbandingan l:krpasangan antara Altcrnatif PcngcJolaan Sumbcr daya 
l:krdasarkan Aspck Pcluang lnvcstasi 
- - --
-
- -----------------·--------- -------------- . - -----
No 13idang Nilai Rata-Rala Gcomcttik -~~~yar~a,ka~-- Pemda 1 nduslri 
------------------------ ---------------~-
1 
__ _!lc~ngka~n_::~~_(i~~--- I I I 
-----------
2 Penangkapan-Pembinaan I I I 
" Pcnangkapan- Rchabi I i tasi I I I _, 
4 Sarana-Pcmbinaan 1.2 1.2 1.2 
5 Sarana-Rehabi1 itasi L.1 I 1.3 
-
- ·-- -- ----- -() P~:mhinaan -R chahi I i tasi 1 I I. I 
(wmher: hasil pengolahan) 
Tabcl I 0 Nilai Perbandingan Berpasangan antara AlternatifPengelolaan Sumber daya 
Berdasarkan Aspek Ketersediaan Lahan 
---------- ------ -- - ~-- ----------
------------------------------
No J3idang Nilai Rata-Rata Gcomctrik 
__ Mas)'arakat Pemda lndustri 
-------
----------------------
I Pcnangkapan-Sarana l 1 1 
2 Penangkapan-Pembinaan J I l.l t--
" _) _ l~cn~!g~~p_a.n-R~l!!:i~jlita.si _ l l I 
--- ----
------------- -----·-··------- --------------






. -- ·- --- ----- --- -- -- ··-
.. 
s Sarana-Rehabilitasi I I 1.4 
6 Pcmhinaan-Rchahi1 itasi I I 1.5 
(wmher: lwsil pcn~o/ahan) 
L4-3 
Tabel II Nilai Perbandingan 1:3erpasangan antara Alternatif Pengelolaan Sumber daya 
Berdasarkan Aspek Proses Erosi 
-~-- ---------- ---- -- -
-----,- ------
No l3idang Nilai Rata-Rata Gcomctrik Masy~~~kat Pemda lndustr\.-
--- --------·---. --
I Pcnangkapan-Sarana 1.3 1.2 1.2 
2 Pcnangkapan-Pcm hi naan I I I 
3 _ Pcnangkapan-Rehabilitasi 1 1 1 
4 Sarana-Pembinaan l I I 
----- -- -------- ------ --------- ---- ·---- -------- ---------- . ------ ---------
5 Sarana-Rehabilitasi 1.3 1.2 I 
-
------------ ---------- ------ - ----- ------------- ----------
6 Pcmbinaan-Rchabilitasi 1.2 l.l I 
(wmher: hasil penKolahan) 
Tabel 12 Nilai Perbandingan Berpasangan antara AlternatifPengelolaan Sumber daya 
1:3crdasarkan Aspck Pcnccmaran 
No Bidang Nilai Rata-Rata Gcomctrik _M<l~_<~:~~k~L- Pemda .Industri 
- ·--
-
-- ---- . -------
----------- --------------- --------- ----- -----
I Pcnangkapan-Sarana 1.2 1.3 1.4 
2 _ P~rl~ng~m!:.~~tll~~~~-- 1 I I 
-·-
-- ----------------- --- ---
3 Pcnangkapan-Rehabilitasi I I I 
4 Saran a- Pcm bi naan I I I 
5 Sarana-Rchabilitasi I 1 1 
---- - -------------------
6 Pembinaan-Rehabilitasi 1. 1 I 1.2 
(wmher· hasi/J)(?I1W>Iahan) 
Tabel 13 Nilai Perbandingan 13erpasangan antara Alternatif Pengelolaan Sumber daya 







l~idang -·-- . ... -~Uai~~~'!~gat~_9~_Qt_~~.!fik _____ ---· 
_ ·-- --· -· ___ --------~asyaraka! ____ Pemda lndustri 
Pcnangkapan-Sarana 1. I 1. I 1 
_ Pe~l-~ngk_apat_l-J?_\'?I.'_!~il_l_~_<!_~l ______ !_ _______ .... ____ !_ ___ . ____  __! _____ _ 
Pcnangkapan-Rchabilitasi I I I 
Sarana-Pembinmm 1 1 1. 1 
- . - - -------- ----~------ ------ - --------·····--·------ ----- ... 
Saran a- Rehabi I i tasi 
Pcm binaan-Rchabil itasi 1.4 1.4 1.4 
(wmher: hasil pen~olahan) 
L4-4 
Tabel 14 Nilai Perbandingan Berpasangan antara AltematifPengelolaan Sumber daya 
Berdasarkan Aspek Perilaku Masyarakat 
-----
No L3idang Nilai Rata-Rata Gcomctrik 
Masym-akat Pemda lndustri, 
--- --
I Pcnangkapan-Sarana I I l 
2 Pcnangkapan-Pcm hi naan I I I 
,., 
Penangkapan-Rehabilitasi L4 1 L5 _) 
4 Sarana-Pembinaan I 1.2 L 
------- -------
5 Saran a- Rehabi I i tasi 1 1 L2 
-- - -
--- - --·· 
- --- ·--- ----
6 Pcmbinaan-Rchabiiitasi 1.7 1.9 I 
(wmher.· hasil penJ.;olahan) 
Tabel 15 Nilai Perbandingan Berpasangan antara AlternatifPengelolaan Sumber daya 
Bcrdasarkan Aspck Kelompok Etnik Bcraga£n 
No Bidang Nilai Rata-Rata Gcomctrik 
. Mas)'arak'!!_ _. Pemda lndustri 
- --- -------------- ---- •· ------- -
1 Pcnangkapan-Sarana I I I 
2 _ _1-Jenan~apan-Pembinaan I J 1.2 
,., Pcnangkapan- Rchabi I itasi I 1 I _, 
4 Sarana-Pcmhi naan I I 1 
5 Sanma-Rchabilitasi I. I 1 1 
------ -----------· --
6 Pembinaan-Rehabilitasi 2 1.2 1.2 
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Tampilan Program Expert Choice dan Output 
Gambar I Tampilan Program 
Gambar 2 Matrik Perbandingan Berpasangan 
L6-l 
Gam bar 3 Hirarki Untuk Pelaku Masyarakat 
Gambar 4 Vektor Prioritas Pelaku 
L6-2 
-;ana pengelolaan sumber daya perikanan di pesisir Lumajan 
Node: 0 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: GOAL 
Pemda lndustri 
Masy 1.2 1.7 
Pemda 1.7 
Row element 1s _ t1mes more than column element unless enclosed 1n () 
Abbreviation Definition 




Masy .410 ••••••••••••••••••••• 
Pemda .363 ••••••••••••••••••• 
lndustri .227 •••••••••••• 
Inconsistency Ratio =0.0 
Kojin No 
L6-3 
:ana pengelolaan sumber daya perikanan di pesisir Lumajan 
Node: 10000 
Compare the relative IMPORTANCE with respect to: Masy < GOAL 
Eknm Lingk Sos 
Hkm 1.0 1.0 1.0 
Eknm 1.2 1.1 
Lingk 1.1 
Row element IS _ times more than column element unless enclosed 1n () 
Abbreviation Definition 






Hkm .250 .................................... .
Eknm .268 .......................................... .
Lingk .244 ...................................... .
Sos .238 .................................. .
Inconsistency Ratio =0.0 
Kojin No 
L6-4 
:ana pengelolaan sumber daya perikanan di pesisir Lumajan 
Synthesis of Leaf Nodes with respect to Masy 
Ideal Mode JQjWb .263· ························ 
ina .263 ··························-
3rana .253 ··························· ~hab .221 ·····················-
Abbreviation Definition 
tggjwb penangkapan ikan yang bertanggung jawab 
bin a pembinaan dan pendampingan masyarakat 
----------------------------------- ----· --- ---------------- ---- -·--· 
saran a peningkatan sarana penangkapan ikan 
1 







Hirarki Rencana Pengelolaan Sumber Daya Perikanan 




---- ------ ----, 
RENCANA PENGEWLAA.t'J 
SUMBER DAY A PERIKANAN 
DI PESISIR WMNANG 






-_· -· - _i. ------- I I 
,- -- Hukum I i Ekonomi 
M: 0.102 I : M: 0.110 




M: 0.100 M: 0.098 
p : 0.091 II p: 0.081 
1 I : 0.056 I : 0.063 I : 0.051 
;-----"~=----,~~-___::----, ----.-:---, .------''------, -~-----, 
' I '' I 
~ 
I Jn . Kebjknpem 
M: 0.051 
p : 0.047 
I : 0.034 
Kepthn masy. Ksjhtm masy. i vestas1 
M 0.051 
p : 0.047 
I :0.029 
... 
Penangkapan ikan yang 
bertanggung j av.ab 
(0.260) 
M: 0.032 I I M: 0.078 
p : 0.061 I I P: 0.036 I 
I :0.026 I I I :0.026 
t 
Peningkatan sarana II 
penangkapan ikan 
(0.253) I 
Keters lhn : Erosi 1 i Pencemaran 
M: 0.033 ! M: 0.033 i M: 0.033 I 
' I ' P: o.o3o 1 P: o.o31 1 P : o.o29 I P : o.o34 
I : 0.019 i I : 0.019 I I :0.019 I I : 0.018 
p: 0.081 
I : 0.024 
T 
ipen:::ii:!~. l 
1 (0.257) 1 





p : 0.014 








Contoh Perhitungan Manual untuk Penentuan Alternatif Pengelolaan Somber daya 
Berdasarkan Aspek Kebijakan Pemerintah 
1. Matrik Perbandingan Berpasangan 
Penangkapan Sarana Pembinaan Rehabilitasi 
Penangkapan 1.0 1.0 1.0 1.0 
Sarana 1.0 1.0 1.1 1.3 
Pembinaan 1.0 0.9 1.0 2.2 
Rehabilitasi 1.0 0.8 0.5 1.0 
L: 4.0 3.7 3.6 5.5 
2. Nonnalisasi Matrik 
------------------------·--:------,--------
Pcnangkapan Sarana Pembinaan Rehabilitasi Jml Baris 
Penangkapan 0.250 0.272 0.281 0.182 0.985 
Sarana 0.250 0.272 0.309 0.236 1.068 
Pembinaan 0.250 0.247 0.281 0.400 1.178 
Rehabilitasi 0.250 0.209 0.128 0.182 0.769 
3. Perhitungan Eigen Vector 
Jml Baris Ordo Matrik Eigen Vector 
(1) (2) (1)/(2) 
Penangkapan 0.985 4 0.246 
Sarana 1.068 4 0.267 
Pembinaan 1.178 4 0.295 
Rehabilitasi 0.769 4 0.192 
4. Perkalian Matrik Perbandingan Berpasangan dengan Eigen Vector 
Penangkapan Saran a 
Penangkapan 1.0 1.0 
Saran a 1.0 1.0 
Pembinaan 1.0 0.9 
Rehabilitasi 1.0 0.8 
• Hasil Perkalian 
Penangkapan 
Penangkapan 0.246 
Saran a 0.246 
Pembinaan 0.246 






Saran a Pembinaan Rehabilitasi 
0.267 0.295 0.192 
0.267 0.324 0.250 
0.243 0.295 0.423 












• Perhitungan t'igen Value Maksimum (Amax) 













5. Pcrhitungan ( 'onsistency Index (CI) 
CI = A. max- n = 4.069-4 = 0_023 
n-1 4-1 
6. Perhitungan Consistency Ratio (CR) 
RI = 0.9 (untuk orde matrik 4) 
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JUDUL TUGAS AKHIR: 
U~f\{1-\ Pbl'\(.,f:-LOLf-\At'f ~v f'<'lfbG\2.- Df\YA PU·\~\IZ l3ERtM-\~l S 
I"\ A\ YA l~ f\I~A T !) I l"'tH'> ll rtrl t:51'1 U...,lf"\ A J A I'( G 
LEMBAR ASISTENSI TUGAS AKHIR 
No 
I 
_ ;2 __ _ 
__ J_'--t------+---+.c____c_______:::..:::;J__--+--:;~----+----t..::....d---v-=--'L::::r1 
- · ------ _________________ __j__ ___ ____.j 
I 
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J JUDUL TUGAS AKHIR: I L\ffl'//1 Pt.NC\:_LOL..f\f\1'1 
t'l s8- ~7M \\ f"'M YA \~ I-I K/1 I 
HI lYl (J, "b ~ Ot\ 'I A P -~ p_ \ KA rl f\ !'I LA L\ T 
\)\ ~<;:..~t<; \CZ \<..A~. LUM.A1~'N Ci 
LEMBAR ASISTENSI TUGAS AKHIR 
/ 5" ! c, / ex/( -, ~ -
r---1-----~--~~--~~~~~=~~~~~~ 
I {; ~ ( o 1 (o': \~f:t'rr~l.t(Of\ <- ·\rtf1llx:tl\ (}t(q ~ef LndPr 
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